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SURAT KEPUTUSAMN DIREKSI PT RUMAH SAKIT PELABUHAN
Nomor : HK.61/ 2 / 15 /PT.RSP-2018

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAH AAN (CODE OF CORPORATE GOVERN ANCE)
DI LINGKUNGAN PT RUMAH SAKIT PELEUHAN

DIREKSI PT RUMAH SAKIT PELABUHAN

Menimbang . 8. bahwa pedoman tata kelola perusahaan (GCG) telah diatur dan
ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Rumah Sakit
Pelabuhan Nomor HK.61/1/18/PT.RSP-2016 tanggal 1 Juli 2016
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada
PT Rumah sakit Pelabuhan;

b. Bahwa sejalan dengan perkembangan perusahaan dan sebagai
tindaklanjut dari hasil assessment GCG tahun 2017 dipandang periu
untuk dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman tata kelola
perusahaan di lingkungan PT Rumah Sakir Pelabuhan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b diatas, maks perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan
Direksi PT Rumah Sakit Pelabuhan.

Mengingat - L. Undang-undang Republik Indonesia Nomaor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomar 31
Tahun 199% Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 15 Ta hun 2002 Tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
MNegara;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomar 106, Tambahan Lembaran
Negara Rl Momor 4758);

3. Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Infarmasi Publik:

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

/. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 1998 Tentang
Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Pemerintah Mormar 45
Tahun 2001;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian,
Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
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9.  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Infarmasi Publik;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015
tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;

11. Akta Pendirian PT Rumah Sakit Pelabuhan Nomor 2 tanggal 1 Mei
1958, yang dibuat dihadapan Ny Nelly Elsye Tahatama, SH Motaris
di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Fapublik Indonesia Moemor C-07990
HT.01.04.TH.2001 tanggal 11 September 2001, yang anggaran
dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang MNomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termuat
dalam Akta Nomor 52 tanggal 11 Agustus 2008, yang disahkan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia MNomor  AHLU-
04350.AH,01.02 Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009, ¥ang
anggaran dasarnya telah  dilakukan perubahan sebagaimana
termuat dalam Akta Nomor 107 tanggal 30 Oktober 2015, dan
perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana termuat dalam
Akta Nomeor 51 tanggal 18 Juli 2018 yang disahkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-
0014930.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 24 Juli 2018 dan perubahan
susunan anggota Direksl terakhir sebagaimana termuat dalam Akta
Momaor 47 tanggal 14 September 2018 yang disahkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Momor AHLI-AH.01.03-0243514
tanggal 18 September 2018, yang keempat-empatnya dibuat oleh
dan dihadapan Herdimansyah Chaidirsyah, SH, Notaris di Jakarta:

12. Surat Keputusan Direksi PT Rumah Sakit Pelabuhan MNomor
HK.61/2/1/PT.RSP-2017 tanggal 27 MNovember 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Manajemen PT Rumah Sakijt Pelabuhan:

13. Surat Keputusan Direksi PT Rumah Sakit Pelabuhan Momor
HK.61/1/19/PT.RSP-2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Peninjauan
Organisasi dan Tata Kerja Manajemen PT Rumah Sakit Pelabuhan:

Memperhatikan : Risalah rapat Direksi PT Rumah Sakit Pelabuhan Nomor
RR.77/3/10/PT.RSP-2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Rapat Direksi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT RUMAH SAKIT PELABUHAN TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (CODE OF CORPORATE
GOVERNANCE) DI LINGKUNGAN PT RUMAH SAKIT PELABUHAN.
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Pasal 1
SISTEMATIKA

Ketentuan Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) diatur
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian tidak
terplsahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 2
PENUTUP

1. Memberlakukan ketentuan mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of
Corparate Governance) di lingkungan PT Rumah Sakit Pelabuhan;

2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapannya,
maka akan dilakukan perbaikan/ pembetulan sebagaimana mestinya;

3. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Rumah
Sakit Pelabuhan Nomor HK.61/1/18/PT.RSP-2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik {GCG) pada PT Rumah Sakit Pelabuhan dinyatakan
tidak berlaku lagi;

4. Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di c JAKARTA
Pada tanggal . 3 Desember 2018

DIREKSI PT RUMAH SAKIT PELABUHAN

Tembusan Yth, :

1. Dewan Komisaris PT RS Pelabuhan;

2. Para Angagota Direksi PT RS Pelabuhan;
3. Corporate Secretary PT RS Pelabuhan
4, Eepala S5P1 PT RS Pelabuhan;

5. Kepala Biro Pengadaan dan Para Senior Manager PT RS Pelabuhan;
6. Kepala RS Pelabuhan Jakarta;

7. Eepala R% Pelabuhan Cirebon;

B. Kepala RS Port Medical Center;

9, Kepala RS Pelabuhan Falembang:

10. GM IPC Health Care (Bapel JPKM};

11. GM Orchid Griya MNutrisi;

12, GM Klinik Pelabuhan;

13. Arsip.
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LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT RUMAH
SAKIT PELABLHAN
NOMOR :HK.61/ 2/ 15 fPT.RSP-2018
TANGGAL : 3 DESEMBER 2018

DAFTAR ISI LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT RUMAH SAKIT PELABUHAN
TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)
DI LINGEKUNGAN PT RUMAH SAKIT PELABLIHAN
Halaman
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KATA PENGANTAR

Pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance {GCG) pada
dasarmya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi
pengelola Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG
sangat diperlukan agar Perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan
yang semakin ketat. GCG diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai visi, misi dan
tujuan Perusahaan secara lebih baik,
PT Rumah Sakit Pelabuhan menyadari bahwa Penerapan GCG secara sisternatis dan konsisten
merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan. Penerapan GCG pada Perusahaan diharapkan
akan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas serta mewujudkan nilai Pemegang
Saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan Stakeholders lainnya.
Untuk meningkatkan kinerjia dan kepatuhan terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG,
Perusahaan menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan {Code of Corporate Governance f
LoCG) yang diterapkan secara konsisten sehingga semua nilai yang dimiliki oleh pihak- pihak
yang berkepentingan atas Perusahaan (Stakeholders) dapat didayagunakan secara optimal dan
menghasilkan pola hubungan ekonomis Yang saling menguntungkan. Pedoman tata kelola
perusahaan merupakan revisi 3 tahun 2018 pembaharuan dari Tahun 2016, Pedoman tata
kelola perusahaan merupakan kristalisasi dari kaidah-kaidah GCG, peraturan perundang-
undangan yang berlaku, nilai- nilai budaya yang dianut, visi dan misi serta praktek-praktek
terbaik (best practices) GCG. Pedoman tata kelola perusahaan yang telah disusun manjadi
acuan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisarls, Direks|, Karyawan serta menjadi acuan bagi
Stakeholder lainnya dalam berhubungan dengan Perusahaan.
Mengingat lingkungan bisnis yang bersifat dinamis dan berkembang, maka Pedoman tata kelola
Perusahaan yang disusun oleh Perusahaan Juga selalu disesuaikan dengan kendisi internal
maupun eksternal yang ada. Pengkajian secara berkesinambungan selalu  dilakukan
sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perusahaan

Jakarta, 3 Desember 2018
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KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT RUMAH SAKIT PELABUHAN
TERHADAP PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (CODE of CORPORATE
GOVERNANCE/ COCG)

Kamisaris

ANDI AKHRIADI
Komisaris
"—”6.5({‘1'
MAST R. SUHASBAGYO.
Diraktur Utama Direktur Medik

-
RINI
Direktur Keuangani dan Sumber Daya Direktur Pengembangan dan Pemasaran
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar belakang

Pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GLG) pada
dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagal kaidah dan pedoman bagi
pengelola Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip
LLG sangat diperlukan agar Perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi
persaingan yang semakin ketat. GCG diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai

wisl, misi dan tujuan Perusahaan secara lebih baik.

Perusahaan menyadari bahwa Penerapan GCG secara sistematis dan  konsisten
merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan. Penerapan GCG pada Perusahaan
diharapkan akan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas serta mewujudkan
nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan
Stakeholders lainnya,

Untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG,
Peruszahaan menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan {Cade of Corparale Governance
atau COCG) yang dilerapkan secara konsisten sehingga semua nilai yang dimiliki oleh
pihak-pihak yang berkepentingan atas Perusahaan (Stakehoiders) dapat didayagunakan
secara optimal dan menghasilkan pola hubungan ekonomis yang saling menguntungkan.
COCGE merupakan kristalisasi dari kaidah-kaidah GCG, peraturan perundang-undangan
yvang berfaku, nilai-nilai budaya yvang dianut, visi dan misi certa praktek-praktek terbaik
(best practices) GCG. COCG yang telah disusun menjadi acuan bagi Pemegang Saham,
Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta menjadi acuan bagi Stakeholder lainnya dalam
berhubungan dengan Perusahaan.

Mengingat lingkungan bisnis yang bersifat dinamis dan berkembang, maka COCG yang
disusun oleh Perusahaan juga selalu disesuaikan dengan kondisi internal maupun
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eksternal yang ada. Pengkajian secara berkesinambu ngan selalu dilakukan sebagai upaya
mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perusahaan.
Pengertian

Penerapan Praktek GCG berdasarkan Keputusan Menteri Megara Badan Usaha Milik
Megara Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 diartikan sebagai suatu proses dan struktur wang
digunakan oleh Organ Perusahaan {Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan, guna
mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan
kepentingan Stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan
nilai etika,

Pedoman Tata Kelola Perusahaan {COCG) merupakan seperangkat peraturan dan praktek
¥ang menjadi dasar atau acuan bagi Organ Perusahaan dan Manajemen dalam mengelola
Perusahaan. COCG tersebut berisikan prinsip-prinsip pengelolaan Perusahaan yang
selaras dengan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan. COCG dalam implementasinya dilkuti
dengan berbagal kebijakan serta peraturan teknis sesuai kebutuhan Perusahaan,

Tujuan

Tujuan dari Penerapan GCG pada Perusahaan adalah -

4. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Pemegang Saham, Dewan
Komisaris, Direksi, Pekerja, Mitra Usaha, Kreditur/ Investor, serta Masyarakat dan
Lingkungan.

b.  Mendoreng dan mendukung pengembangan, pengelolaan risiko Perusahaan secara
lebih hati-hati (prudent), akuntabel, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-
prinsip GCG.

. Memaksimalkan nilai Perusahaan agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat,
baik secara nasional maupun internasional.

d. Memberdayakan fungsi dan kernandirian masing-masing Organ Perusahaan.

e Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional. efektif dan efisien demi
tercapainya Visi dan Misi Perusahaan.

f.  Mendorong agar pengelola Perusahaan dalam membuat keputusan dan

menjalankan tindakan dilandasi nilai meral yang tinggi dan kepatuhan terhadap
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peraturan perundang- undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya
tanggung jawab sosial Perusahaan.

9.  Meningkatkan pertangqung jawaban kepada Stakeholders,

h. Mencegah lerjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan.

I. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan,

j- Meningkatkan pencitraan Perusahaan (fmage) yang semakin baik.

K.  Meningkatkan kantribusi Perusahaan dalam industri pelayanan kesehatan nasional,

4. Acuan Pedoman GCG
Penyusunan Pedoman ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut :
a. Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya adalah :

1)  Undang-undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomaor 25 Tahun 2003;

3)  Undang-undang Republik Indonesia Nemor 19 Tahun 2003 Tentang BUMMN;

4} Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas;

2)  Undang-undang Republik Indonesia Nermor 14 Tahun 2008 Tentang
keterbukaan Informasi,

b. Peraturan Pemerintah, diantaranya adalah :
1)  Peraturan Pemerintah MNomor 12 Tahun 1998 Tentang  Perusahaan
Perseroan {Persero), Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2001;
2)  Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 Tenta ng Pendirian, Pengawasan
dan Pembubaran BUMN.

ik Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Megara {BUMN), diantaranya adalah:
1}  Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-09A/MBU/2002 Tentang Penilaian
Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Megara;

B TERT
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2} Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-100/MBU/2002 Tentang Penilaian
Tingkat Kesehatan BUMN;

3)  Keputusan Menteri BUMN Momor: Kep-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan
RKAP;

4)  Keputusan Menteri BUMN Nomar: Kep-102/MBL/2002 Tentang Penyusunan
RIPP;

5} Keputusan Menteri BUMMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 Tentang Pembentukan
Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara;

8) Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-104/MBU/2002 Tentang Penilaian
Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

7] Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan
Praktek GCG pada BUMN.

Peraturan Menteri Negara BUMN, diantaranya adalah :

1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-05/MBU/2006 Tentang Kamite
Audit bagi Badan Usaha Milik Negara;

2)  Peraturan Menteri Negara BUMN Nomaor PER-05/MBU/2008 Tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;

3}  Peraturan Menterd Negara BUMN MNomor PER-OF/MBUS2010 Tentang
Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan
Pengawas BUMN;

4)  Peraturan Menteri MNegara BUMMN Nomor FPER-OB8/MBU/2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomar PER-D4/MBU/2009
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Direksi BUMMN.

Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor: SE/14/MBU/2010 Tentang Penerapan

Praktek Good Corporate Governance pada BUMN tanggal 11 Movember 2010.

Anggaran Dasar PT Rumah Sakit Pelabuhan dan perubahannya serta Surat

Keputusan Direksi PT Rumah Sakit Pelabuhan :

1)  Akta Pendirian PT Rumah Sakit Pelabuhan Nomar 2 tanggal 1 Mei 1999, yang
dibuat dihadapan Ny Nelly Elsye Tahatama, SH Notaris di Jakarta, yang telah
disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonasia

Nomor C-07990 HT.01.04.TH.2001 tanggal 11 September 2001, yang
A3 | A4
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anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termuat dalam Akta
Momer 52 tanggal 11 Agustus 2008, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor AHU-04350.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1%
Januari 2009, yang anggaran dasarnya telah dilakukan perubahan
sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 107 tanggal 30 Oktober 2015, dan
perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Momor
=1 tanggal 18 Juli 2018 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor AHU-0014930.AH.01.02, Tahun 2018 tanggal 24 Juli 2018 dan
perubahan susunan anggota Direksi terakhir sebagaimana termuat dalam
Akta Momor 47 tanggal 14 September 2018 yvang disahkan oleh Menter
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0243514 tanggal 18
=eptember 2018, yang keempat-empatnya dibuat oleh dan dihadapan
Herdimansyah Chaidirsyah, SH, Notaris di Jakarta;

2)  Surat  Keputusan Direksi PT Rumah Sakit Pelabuhan  MNomar
HK.61/2/1/PT.RSP-2017 tanggal 27 November 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Manajemen PT Rumah Sakit Pelabuhan:

Ruang Lingkup Pedoman GCG.

Ruang lingkup Pedoman ini adalah untuk memberikan arahan kepada segenap Insan

Rumah Sakit Pelabuhan (RSP) dalam menjalankan aktivitas bisnis Perusahaan. Berbagai

hal yang diatur dalam Pedoman ini meliputi :

#.  Hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham.

b.  Fungsi serta peran Dewan Komisaris.

& Fungsi serta peran Direksi.

d. Hubungan antara Perusahaan dengan Stakeholders seperti  Karyawan,
Pelanggan/ Customer, Vendor/ Pemasok, Kreditur! Investor.

g, Prinsip-prinsip mengenai Kebijakan Perusahaan yang penting seperti Kebijakan
tentang Sistemn Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi,

Akuntansi dan Keuangan, Sistem Pengadaan Barang/ Jasa, dan kebijakan lainnya.

| A2 | A3 A4 |
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Istilah-istilah yang digunakan

a. Perusahaan adalah PT Rumah Sakit Pelabuhan, kecuali dalam konteks kalimat
tertentu mempunyai arti sebagai Perusahaan secara umum.

b.  Asel adalah semua aktiva (berwujud maupun tidak berwujud) milik Perusahaan,
baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

c.  Asesmen adalah kegiatan identifikasi, penelaahan, pengkajian, evaluasi, penilaian
dan pamberian rekaomendasi.

d.  Benturan kepentingan adalah situasi/kondisi yang memungkinkan organ utama
Perusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam
Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan, sehingga tugas
yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif,

& Corporate Governance adalah struktur dan proses yang digunakan oleh organ
Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna
mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.

f. Direksi adalah organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan Direktur Perusahaan
dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board) yang bertanggung jawab penuh
alas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta
mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar.

g.  Direktur adalah anggota Direksi Perusahaan vang menunjuk kepada individu.,

h.  Dokumen/arsip Perusahaan adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat
danfatau diterima oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Perusahaan, baik tertulis di atas kertas, atau sarana lain maupun terekam dalam
media apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yvang divakini aleh
suatu kelompok masyarakat sebagal suatu standar perilaku kelompok tersebut
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha,

i Kinerja  adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/tugas
dibandingkan dengan rencana kerjanya pada masa tertenty guna mewujudkan misi
Perusahaan.

k. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan Anggota

Komisaris dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan {Board) yang bertugas

A3 | A4 |
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melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan Perusahaan,

Anggota Komisaris adalah anggota Komisaris Perusahaan yang menunjuk kepada
individu,

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada
Dewan Komisaris yang bertugas membanty Dewan Komisaris dalam memastikan
efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor
eksternal dan auditor internal.

Kontrak Manajemen adalah kontrak yang berisikan janji-janji atau pernyataan
Direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh Pemegang
Saham dan diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan
perkembangan Perusahaan.

Manajemen risiko adalah metodologi untuk mengenall / menemukan, mengukur dan
memitigasi segala ancaman dan gangguan yang menghambat tercapainya tujuan
Perusahaan.,

Organ Pendukung adalah Manajemen Korporasi, Corporate Secretary, Satuan
Pengawas Internal, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Kemite-komite Komisaris,
Organ Utama adalah RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Pelaporan adalah suatu pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan suatu
kegiatan pada periode tertentu baik bersifat rutin maupun non-rutin yang memuat
kejadian- kejadian penting.

Pemegang Saham Perusahaan adalah PT PT Pelabuhan Indonesia 11 (Persero) dan
Koperasi Pekerja (KOPEGMAR Tanjung Priok).

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa yang
diperlukan Perusahaan yaitu meliputi pengadaan barang berwujud (tangible asset)
dan barang tidak berwujud (intangible asset), jasa konsultansi dan jasa lainnya.,
Pengelolaan aset meliputi kegiatan pengadaan/ penambahan, pemanfaatan,
pemeliharaan dan pengamanan, penyelesalan permasalahan, pelepasan dan
penghapusan, pengembangannya baik cleh internal Perusahaan maupun bersama
investor, administrasi, dan pengendalian.

Pengelolaan dokumen/ arsip Perusahaan meliputi keglatan mengelola dokumen
secara efektif dan efisien sejak diciptakan / dibuat, diterima, dikirim, dipergunakan,

disimpan, dan dirawat sampai dengan dimusnahkan sesual dengan retensi arsip.

A2 | a3 | aq |
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Rapat Direksi adalah rapat yang diadakan oleh Direksi dan dipimpin oleh Direktur
Utama atau Direktur yang diberi kuasa.

Rapat Komisaris adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris serta dipimpin
oleh Komisaris Utama atau Komisaris yang diberi kuasa.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ
Perusahaan wang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan
memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris.

Risike merupakan ketidakpastian lingkungan (internal dan eksternal} vang
berpotensi menimbulkan dampak negatif pada Perusahaan secara umum dan dapat
menghambat pencapaian tujuan Perusahaan.

Rencana Jangka Panjang Perusahaan ([(RIPP), adalah dokumen perencanaan
strategis vang mencakup rumusan mengenai sasaran dan tujuan yang hendak
dicapal oleh Perusahaan dalam jangka waktu 5 {lima) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah penjabaran dari RIPP ke
dalam rencana kerja dan anggaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah aparat pengawasan internal Perusahaan
yang berfungsi untuk menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian
internal pada semua kegiatan usaha.

Carporate Secretary adalah pejabat penghubung (falson officer) antara Perusahaan
dengan stakeholders.

Stakeholders adalah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung
menerima keuntungan-keuntungan atau menanggung beban dan yang terpengaruh
oleh keberadaan Perusahaan atau dapat mempengaruhi keputusan, kebijakan serta
operasi Perusahaan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan Perusahaan.
Indikator Kinerja (IK) adalah sasaran-sasaran terukur yang harus dicapai dalam
pengelolaan usaha baik finansial, operasional maupun administratif, yang antara
lain dituangkan dalam bentuk KFI [Key Performance Indicators).

Tata kelola teknolegi informasi (JT governance) adalah suatu struktur dan proses
vang saling berhubungan serta mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan
dalam pencapalan visi dan mist untuk mendapatkan peningkatan nilal tambah dan

penyeimbang antara risiko dan manfaat dari teknologi informasi serta prosesnya.

A2 [ A3 [ A4

L AE o Lk

15



+Y
N

hh. Auditor Eksternal, adalah auditor dari luar Perusahaan yang independen dan
profesional yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perusahaan.

il. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance atau COCG),
adalah sekumpulan nilal dan praktek Perusahaan yang menjadi suatu pedoman bagi
Organ Perusahaan dan Manajemen dalam mengelola Perusahaan vyang di
dalamnya memuat prinsip-prinsip GCG vyang selaras dengan peraturan
perundang-undangan, tujuan, visi dan misi serta nilai-nilal Perusahaan.

jj. Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct), adalah sistemn nilai atau norma yang
dianut oleh seluruh Insan Rumah Sakit Pelabuhan (RSP) dalam melaksanakan
tugasnya yang didalamnya memuat etika bisnis dan perilaku seluruh Insan RSP
dalam mencapai tujuan, visi dan misi Perusahaan antara lain etika hubungan antara
Perusahaan dengan Pekerja, Pelanggan/ Customer, Pemegang Saham, Pemasok,
Kreditur/Investor, Pemerintah, Mitra Usaha, Pesaing, Media Massa, Masyarakat dan
Lingkungannya.

kk. Fakta Integritas, adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Dewan
kKomisaris, Direksi, dan Pekerja Perusahaan, yang berisi ikrar untuk menerapkan
prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya.

7. Profil, Visi dan Misi Perusahaan
a. Profil Perusahaan
PT Rurmah Sakit Pelabuhan yang selanjutnya disingkat "PT R5P" didirikan pada
tanggal 1 Mel 1999 berdasarkan keputusan RUPS PT (Persero} PT Pelabuhan
Indonesia II Tahun 1998 telah disetujui berdirinya FT Rumah Sakit Pelabuhan anak
perusahaan dari PT PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), berdasarkan Akta Notaris
Ny.Melly Elsye Tahamata, SH Nomor 2 tahun 1999 tanggal 1 Mei 1999. PT Rumah
Sakit Pelabuhan adalah salah satu anak perusahaan dari PT PT Pelabuhan Indonesia
Il (Persero) yang merupakan BUMN yang berperan penting dalam perekonomian
Indonesia dengan komposisi kepemilikan sebesar 99,52% sedangkan sisanya
0,48% dimiliki oleh Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok. Semula ada 3 (tiga)
Rumah Sakit Pelabuhan dengan status sebagal bagian (divisi) dari Cabang PT
Pelabuhan Indonesia Il {Persero) yakni Rumah Sakit Tugu di Jakarta, Rumah Sakit

Pelabuhan Cirebon dan Rumah Sakit Boom Baru Palembang dengan tujuan melayani
A2 | A3 Ad
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kesehatan pegawai pelabuhan dan keluarga pegawal, perusahaan pelanggan dan
juga masyarakat umum.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha agar dapat mandiri dan berkembang
secara profesionalisme, maka Rumah Sakit Pelabuban dipisahkan dari usaha
pelabuhan dan dijadikan satu anak perusahaan vang berdiri sendiri. Berdasarkan
Surat Menteri Negara Pendavagunaan BUMN MNo.5-206/M_PBELIMNS1999 tanggal 30
April 1999 dan Akta Notaris Ny.Melly Elsye Tahamata, SH No. 2 tanggal 1 Mei 1999
dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir Nomor 52 tanggal 11
Agustus 2008 dibuat cleh dan di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, SH Notaris di
lakarta, Rumah Sakit Pelabuhan resmi menjadl anak perusahaan FT PT Pelabuhan
Indonesia II (Persero) yang mandiri yang saat itu membawahi {mengeiola) 3 (tiga)
Rumah Sakit yakni Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon
dan Rumah Sakit Pelabuhan Palembang.

Kemudian Rumah Sakit dibawah PT Rumah Sakit Pelabuhan bertambah menjadi 4
(empat) karena pada tahun 2001 didirikan Rumah Sakit Port Medical Center (RS
PMC) yang berlokasi di Jalan Enggano No.10 Tanjung Priok sesuai dengan SK Direksi
FT Rumah Sakit Pelabuhan Momor HE.56/1/4/PT.RSP-2003 tentang penetapan
struktur organisasi RS.Port Medical Center tanggal 29 Maret 2003. Maka sejak itu
telah berdiri cabang baru PT Rumah Sakit Pelabuhan yaitu Rumah Sakit Port Medical
Center, namun baru diresmikan pada tanggal 1 Mei 2003, Rumah Sakit Port Medical
Center mempunyai lokasi yang strategis dekat dengan Terminal Bus dan Stasiun KA
Tanjung Priok dan Pelabuban Tanjung Prick sehingga mudah dikenal oleh
masyarakat dengan akses menuju B3 yang mudah dan cepat.

Disamping membawahi 4 (empat) rumah sakit , PT Rumah Sakit Pelabuhan juga
mengelola unit BAPEL JPKM (Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat). BAPEL IPKM didirikan pada tanggal 19 Juli 2001 dengan
ijin Menteri Kesehatan No. HK.00.06.1.8.1316. Tambahan bidang usaha tersebut
herdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsjah, SH Nomor 32 tanggal 24 Juli
2001 wang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI MNomor C-07990
HT.01.04. TH.2001 tanggal 11 September 2001.

Pada tanggal 27 Oktober 2014, PT Rumah Sakit Pelabuhan menambah unit
usahanya vaitu unit food and beverage atau jasa boga dengan merk dagang Orchid
Griya Mutrisi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pariwisata Kota

AT
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Administras| Jakarta Utara Nomor 545/2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Bidang Jasa Makanan dan Minuman Jenis Catering.

Kemudian PT Rumah Sakit Pelabuhan berdasarkan Keputusan Para Pemegang
saham PT Rumah Sakit Pelabuhan di luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor
HK.568/16/1/4/PI-1I-17 dan Nomor HK.566/01/02/KPM.TPK-17 tanggal 16 Januari
2017 bahwa Direksi PT Rumah Sakit Pelabuhan diminta untuk melaksanakan
pembangunan dan pengelolaan klinik pratama di 12 {dua belas) cabang PT PT
Pelabuhan Indonesia IT (Persero) dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan
Kepada para pegawai aktif, pensiunan beserta keluarga PT PT Pelabuhan Indonesia
IT (Persera) dan telah ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 21 Februari
2017. Secara resmi unit usaha Klinik Pelabuhan dibentuk pada tanggal 27 November
2017.

Maka sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Rumah Sakit Pelabuhan Nomor
HK.61/2/1/PT.RSP-2017 tanggal 27 November 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Manajemen PT Rumah Sakit Pelabuhan, maka susunan struktur organisasi PT
Rumah Sakit Pelabuhan membawahi 7 {tujuh) cabang RS/ Unit yang terdirl dari 4
{empat) cabang RS dan 3 (tiga) unit usaha sebagai berikut :

1) RS Pelabuhan Jakarta;

2) RS Pelabuhan Cirebon;

3} RS Pelabuhan Palembang:

4] R5 Port Medical Center;

5) IPC Health Care (Bapel IPKM):

6) Orchid Griva Nutrisi;

7} Klinik Pelabuhan.

Bahwa berdasarkan Akta Nomer 52 tanggal 11 Agustus 2008 yang telah tercatat
dan disahkan oleh Kepulusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-
04350.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009 vang telah disesualkan
dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perservan Terbatas dan sebagaimana
perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 51 tanggal 18 Juli 2018 yang telah
tercatat dan disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Namor
AHU-0014930.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang persetujuan

perubahan Anggaran Dasar Persercan Terbatas PT Rumah Sakit Pelabuhan,
AZ '
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Kegiatan Usaha PT Rumah Sakit Pelabuhan menjadi 10 (sepuluh) kegiatan usaha,
antara lain meliputi ;

1) Pelayanan kesehatan

2)  Pendidikan dan pelatihan kesehatan

3) Pelayanan jasa konsultan manajemen kesehatan

4}  Perdagangan farmasi dan peralatan kesehatan

2} Pelayanan asuransi kesehatan

&) Pelayanan gizi masyarakat

7)  Pelayanan kebugaran kesehatan

8)  Pelayanan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
9}  Pelayanan kegiatan penunjang kesehatan lainnya.

10) Jasa boga dan umum

Visi dan Misi

Visi dan misi PT Rumah Sakit Pelabuhan merupakan satu hal penting yang harus
ditetapkan sehingga bisa memantabkan dirl untuk melihat gambaran perusahaan
kedepannya. Perusahaan akan leblh mudah untuk mengkomunikasikan alasan
keberadaannya, mampu menunjukkan framework hubungan antara organisasi
dengan stakeholders, dapat menyatakan secara lebih jelas sasaran utama kinerja
Perusahaen, dan dapat dijadikan acuan bagi semua plhak dalam Menyusunan

rencana jangka panjang suatu perusahaan.

PT Rumah Sakit Pelabuhan telah mengatur visi, misi dan tata nilai perusahaan
sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Rumah Sakit Pelabuhan
Momor HK.61/1/13/PT.RSP-2015 tanggal 29 September 2015 tentang Visi, Misi,
Tata Nilai dan Motto PT Rumah Sakit Pelabuhan.

Wisi PT Rumah Sakit Pelabuban :

Menjadi perusahaan terbaik dalam industri kesehatan nasional dengan layanan

profesional kelas Dunia.
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Menjalankan usaha layanan kesehatan berkualitas, berorientasi pada sinergi
sumber daya dan teknologi terkini serta pertumbuhan perusahaan  yang

berkelanjutan.

Kerjasama, Semangat, Berwawasan, Beretika, Kesehatan Keuangan Perusahaan.
1}  Kerjasama
Melaksanakan pekerjaan secara bersinergi dengan bagian-baglan terkait
untuk mencapai suatu tujuan.
2] Semangat
Kemampuan dari setiap individu/kelompok untuk saling bekerjasama dengan
giat, disiplin dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tujuan
3}  Berwawasan
Memahami proses bisnis perusahaan dan karakteristik pelanggan, sekarang
dan yang akan datang
41  Beretika
Prinsip atau nilai-nilai dasar yang menunjukkan perilaku dan cara bersikap
yang baik di dalam perusahaan dan hubungan antar internal ataupun eksternal
5) Kesehatan Keuangan Perusahaan
Investasi dan pemblayaan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta
pertumbuhan pendapatan harus |lebih besar dari kenalkan biaya.

8. Tanggung Jawab Manajemen Dalam Penerapan GCG :

a. Manajemen akan berupaya maksimal untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan yang baik dalam proses bisnis Perusahaan.

b.  Manajemen akan menyusun Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) yang
mengatur nilai atau norma yang dianut oleh setiap Pekerja dalam melaksanakan
tugasnya yang antara lain termasuk etika hubungan antara Perusahaan dengan
Pekerja, Pelanggan/ Customer, Pemegang Saham, Pemasock, Kreditur/Investor,
Pemerintah, Mitra Usaha, Pesaing, Media Masa, Masyarakat dan Lingkungannya.

C. Pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)
serta Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) hanya sah apabila mendapat

persetujuan tertulis Dewan Komisarls dan Direksi, Pemutakhiran umumnya terkait
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dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, Feputusan
Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan Kaomisaris, dan pengaturan
lainnya yang setingkat,

d. Manajemen akan berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan sistem
pengendalian internal Perusahaan.

(= Manajemen akan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku serta akan
memenuhi ketentuan dalam Tata Kelola Perusahaan.

f. Manajemen akan menyusun program dan anggaran dalam rangka mewujudkan
Perusahaan vang memiliki Tata Kelola Perusahan yvang balk.

g. Manajernen akan mengkomunikasikan serta memastikan bahwa semua Pekerja
memahami serta melaksanakan ketentuan Perusahaan.

h. Manajemen akan mengevaluasi semua kegiatan dan dokumentasi yang terkait
dengan Tata Kelola Perusahaan untuk selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan.

i Manajemen akan menyusun suatu organisasi serta menetapkan personil yang
bertanggung jawab mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Tata Kelola
Perusahaan.

J- Manajemen akan melaksanakan sistern manajemen berbasis kinerja serta

menerapkan Reward and Punishment secara konsisten kepada Pekerja.

Tanggung Jawab Pekerja Dalam Penerapan GCG :

a. Pekerja wajib mematuhi serta memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di
Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

b. Pekerja wajib berusaha secara aktif dan sukarela dalam melaksanakan semua
proses bisnis di Perusahaan.

. Pekerja wajib secara sukarela dan bersama-sama berupaya mewujudkan budaya

kerja dan budaya Tata Kelola Perusahaan.

Pelaksanaan Penerapan

Agar proses pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berjalan dengan efektif, maka dilakukan
pengaturan sebagal berikut ;

a.  Pelaksana di tingkat Perusahaan dipimpin cleh Direksi.
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Setiap Pimpinan Cabang RS dan Unit Kerja bertanggung jawab mengendalikan
kegiatan Tata Kelola Perusahaan dan memastikan bahwa asas-asas GCG dan
Pedoman Perilaku dilaksanakan secara konsisten di unit kerjanya masing masing.
Dalam rangka memastikan penerapan GCG di Perusahaan, maka pejabat yang
tercantum di bawah Ini harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut :

1) Corporate Secretary, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan
mengintegrasikan isi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate
Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) secara keseluruhan
serta melakukan pemutakhiran dan mensosialisasikan ke seluruh Pekerja

2) Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI), bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa proses kerja/ keglatan yang dilakukan cleh seluruh unit
kerja termasuk efektivitas pengelolaan risiko, proses tata kelola dan etika
bisnis telah sesuail dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai komitmen penerapan GCG di Perusahaan, maka Dewan Komisaris,
Direksi, dan Pekerja menandatangani Pakta Integritas.
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BAB II
PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Transparansi ( Transparency)

Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan pengungkapan informasi yang materiil dan relevan terkait dengan
Perusahaan kepada para pemangku kepentingan (Stakeholders) terkait. Aspek-aspek
penting dalam implementasi prinsip ini diantaranya adalah pengungkapan informasi yang
terkait dengan kinerja Perusahaan secara jelas, memadai, akurat, tepat waktu dan dapat
dibandingkan; publikasi laporan keuangan dan informasi materiil vang berdampak
signifikan terhadap kinerja Perusahaan; penggunaan prinsip-prinsip akuntansi dan audit
yang lazim digunakan dan diterima secara luas: kemudahan akses terhadap informasi
penting tentang kinerja Perusahaan.

Akuntabilitas (Accountability)
Prinsip akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan
tanggung jawab serta keputusan yang diambil dapat di pertanggungjawabkan antara
RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan dan
pengelolaan Perusahaan secara efektif.
Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ kerja Perusahaan yang
berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/ atau pelaksanaan
tanggung jawab yang dibebankan oleh Perusahaan kepadanya.
setidak-tidaknya Perusahaan mengenal 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas:
a.  Akuntabilitas Individu.
Akuntabilitas yang melekat kepada hubungan antara pimpinan dengan bawahan dan
berlaku kepada kedua belah pihak.
b, Akuntabllitas Kelompok,
Akuntabilitas yang melekat kepada kelompok yang harus ditanggung bersama atas
kondisi dan kinerja yang tercapai.
. Akuntabilitas Korporat.
Akuntabilitas yang melekat kepada Perusahaan secara menyeluruh  dalam
menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.

A3
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Bertanggung Jawab (Responsibility)

Prinsip pertanggungjawaban mencerminkan adanya kesesuaian dan kepatuhan
pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip ini merupakan wujud

Perusahaan sebagai agen ekonomi yang bertanggung jawab (good corporate citizen).

Kemandirian {Independency)

Prinsip kemandirian yaitu suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional
tanpa benturan kepentingan dan pengarub/tekanan dari pihak manapun, yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  dan prinsip-prinsip

korporasi vang sehat.

Kewajaran (Fairness)

Prinsip kewajaran mengharuskan adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi
hak-hak Pemegang Saham dan Stakefolders lainnya, baik yang timbul karena perjanjian
mavpun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan,
Perusahaan akan selalu memastikan agar pihak vyang berkepentingan dapat
mengeksekusi hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan
juga akan selalu memastikan agar Perusahaan dapat mengeksekusi haknya terhadap
pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku,
Prinsip ini utamanya menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, terutama
Femegang Saham minoritas dan menjamin terlaksananya komitmen Perusahaan dengan

pihak lain.
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BAB III
STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE

A. ORGAN UTAMA
PEMEGANG SAHAM / RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
RUPS terdirl atas:

1.

1.1

a)

b)

RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(REAP) diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
tahun anggaran berjalan (tabun anggaran RKAP yang bersangkutan),

RUPS Tahunan untuk mengesahkan Laporan Tahunan dan Perhitungan
Tahunan diselenggarakan paling lambatnya pada akhir bulan ke-6 {enam)
setelah tahun buku berakhir.

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk

kepentingan perseroan.

Wewenang RUFS
Wewenang RUPS adalah :

a)

b}

d)
2]

F

a)
h)

Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

Menetapkan perhitungan alokasi laba Perusahaan untuk :

{1) Laba yang ditahan dan cadangan;

{2) Dividen kepada Pemegang Saham;

{3) Bonus Direksi, Dewan Komisarls, dan Pekerja,

Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
Menetapkan target kinerja masing-masing Direksl dan Dewan Komisaris.
Melakukan penilaian kinerja secara kolektif (Kolegial) maupun masing-masing
(Individu} Direksi dan Dewan Komisaris;

Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit keuangan atas laporan
keuangan;

Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;

Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan

yang terkait dengan Komisaris;

A2 | A3
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1.2 Hak Pemegang Saham

Hak-hak Pemegang Saham adalah :

a) Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS,

b)  Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Dewan
Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang
menyangkut Perusahaan secara lengkap, tepat waktu, dan teratur.

ch Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG;

d)  Memperoleh pembagian laba Perusahaan (dividen);

e)]  Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta
penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya bila
Perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan.

1.3 Kewajiban Pemegang Saham

a}  Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;

b} Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan pengurusan Perusahaan yang
dilakukan ocleh Dewan Komisaris dan Direksi;

¢} Tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga,
PFerusahaan atau kelompok usahanya;

d)  Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme
RUPS,

DEWAN KOMISARIS
2.1 HKeanggotaan dan komposisi ;

Keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih dan seorang
di antaranya diangkat sebagal Komisaris Utama:

Z2)  Sekurang-kurangnya 20% dari anggota Komisaris harus berasal darl kalangan
di luar Perusahaan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan :
a) Tidak menjabat sebagai Direktur di perusahaan afiliasi;
b)  Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga)

L Fit S
A

tahun terakhir;
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c} Tidak mempunyal keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak
langsung dengan Perusahaan atau perusahaan lain yang menyediakan
jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya;

d)  Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnls atau hubungan lain
yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisarls yang
bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup

Perusahaan.

Kualifikasi Personil :

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi kualifikasi personil sebagai berikut ¢

1) Memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;

2}  Memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan;

3)  Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang usaha
Perusahaan;

4}  Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

3}  Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit
atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah,
menyababkan suatu perusahaan pailit, atau pernah dihukum karena
melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya;

6)  Tidak memiliki benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya,

Tugas, Tanggung Jawab, Kewajiban, Hak dan Wewenang Dewan Komisaris :
1} Dewan Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut :
a) Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
kegiatan pokok Perusahaan:
b} Mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan
{RJPPF) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
c) Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi;
d) Mengkaji pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi
informasi;
2] Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko;

f) Mengawasi pelaksanaan pengelolaan SDM:

Ad
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2)

3)

g)
h)
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Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

Mengawasi efektivitas penerapan good corporate governance;
memantau kepatuhan Perusahaan terhadap perjanjian dengan pihak
ketiga dan peraturan perundang-undangan yvang berlaku lainnya

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

a)

b)

c)

d)

e)

Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS  dan
memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal;

Menvusun pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris sesuai
dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Komisaris;
Menyvusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tap tahun
serta mekanisme review terhadap kinerja Dewan Komisaris;

Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Dewan Komisaris
kepada stakeholders;

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada
RUPS.

Dewan Komisaris berkewajiban :

a)

b)

d)

)

Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada RUPS mengenai
Fencana Jangka Panjang Perusahaan (RIPF) dan Eencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (EKAP) vang diusulkan Direksi;

Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau
yang dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan visi dan
misi Perusahaan;

Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang
disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit Satuan Pengawas
Internal (SPI};

Menyetujui dan menandatangani FIPP dan laporan tahunan [(Amnnual
Report);

Melaporkan dengan segera kepada RUPS tentang terjadinva gejala
menurunnya kinerja Perusahaan;
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f)  Menginformasikan  kepemilikan sahamnya danfatau  anggota
keluarganya pada Perusahaan lain untuk dicantumkan dalam laporan

tahunan.

4} Hak dan Wewenang Dewan Komisaris :

Cewan Komisaris mempunyai hak dan wewenang sebagai berikuf

a) Berhak memperoleh akses mengenai Perusahaan dan memperoleh
informasi secara berkala, tepat waktu, dan lengkap sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b} Berhak bertanya kepada Direksi mengenai pengurusan kegiatan usaha
Perusahaan dan meminta kepada Direksi menghadiri rapat Dewan
Komisaris untuk memperoleh penjelasan tentang kondisi Perusahaan;

c) Berhak membentuk komite-komite untuk membantu pelaksanaan
fugasnya dengan mendapat persetujuan BEUPS, kecuali Komite Auwdit;

d) Berhak mengajukan calon-calon anggota Direksi vang baru kepada
Femegang Saham;

e} Berhak mendapatkan bantuan tenaga profesional, apabila diperlukan
dalam melaksanakan tugasnya;

fl Berwenang untuk mengambil keputusan di dalam maupun di luar

rapat Dewan Komisaris.

2.4 Komisaris Independen
Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi
dengan Direksl, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham utama,
sehingga bebas bertindak independen semata-mata untuk kepentingan
Perusahaan. Komisaris Independen dibentuk untuk mencegah terjadinya benturan
kepentingan yang mengabaikan kepentingan Pemegang Saham publik (Pemegang
Saham minoritas) serta Stakeholders lainfnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen :
1} Mendorong diterapkannya prinsip Tata Kelola Perusahaan yang balk di

dalam Perusahaan melalul pemberdayaan Dewan Komisaris;
A2 | A3 | A4
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2]  Bersikap proaktf dalam mengupayakan agar Dewan Komisaric melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan :
a)  Strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal,
anggaran dan efektivitasnya,
by  Memastikan Perusahaan mengangkat eksekutif dan manager-manager
profesional;
c) Memastikan Perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian,
dan sistern audit yang baik;
d}  Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi hukum dan perundangan
maupun nilai-nilal yang berlaku;
e}  Memastikan risiko dan potensl krisis selalu diidentifikasikan dan dikelala
dengan baik;
f) Memastikan diterapkannya prinsip-prinsip dan praktik Tata Kelola
Perusahaan yang baik, antara lain :
i Menjamin transparansi dan keterbukaan Laporan Keuangan
Perusahaan;
il Memperlakukan Pemegang Saham minoritas dan Stakeholder
yang lain secara adil;
i Mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan
kepentingan secara wajar dan adil;
v Kepatuhan Perusahaan pada peraturan perundangan yang berlaku:
¥ Menjamin akuntabilitas Perusahaan.

3. DIREKSI
3.1 Keanggotaan dan Komposisi

keanggotaan dan kemposisi Direksl adalah sebagai berikut

1} Jumlah Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) crang dan disesuaikan
dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas, dan rencana strategis
Perusahaan, seorang di antaranya diangkat menjadi Direktur Utama;

21 Komposisi Direksi  merupakan perpaduan profesicnal-profesional
yang memiliki pengetabuan dan pengalaman yang dibutuhkan
Perusahaan sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan
putusan yang efektif, efisien dan segera:
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3)  Komposisi dan pembagian tugas Direksi berdasarkan Struktur Organisasi
Perusahaan yang ditetapkan oleh RUPS,

Kualifikasi Personil

Direksi yang diangkat adalah orang-orang yang memiliki kriteria sebagai

berikut :

1) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, dan
perilaku yang baik serta dedikasi tinggl untuk memajukan dan
mengembangkan Perusahaan;

Z2)  Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan
pailit serta tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan
pailit;

3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya;

4} Tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga sedarah sampai
derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau
hubungan semenda (menantu/ipar) antara anggota Direksi dan antara
anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris;

5) Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu.

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Direksi
1}  Tugas Direksi ;
a) Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan Anggaran
Dasar dan tujuan Perusahaan;
b}  Menguasal, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan.
2) Tanggung Jawab Direksi :
a) Memenuhi ukuran kinerja yang jelas, lengkap, dan berimbang, baik
dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk menentukan
pencapaian visi dan tujuan Perusahaan;

b)  Mewujudkan pelaksanaan RJPP dan RKAP, termasuk pencapalan

target keuangan dan non keuangan;

€]}  Melaksanakan manajemen risiko;
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d}

g)

h}

&

Membangun, mengembangkan serta mendayagunakan teknologi
informasi;

Menindaklanjuti temuan-temuan audit satuan SPI dan Auditor
Eksternal serta melaporkannya kepada Komisaris:

Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Dewan
Komisaris, antara lain mengenai  suksesi/ mutasl/ premosi
manager kunci (senior), program pengembangan SDM,
pertanggung jawaban manajemen risiko, dan kinerja pemanfaatan
teknologi informasi;

Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan
membuat rizalah RUPS;

Memperhatikan kepentingan stakeholders sesuai dengan nilai-
nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kewajiban Direksi ;

a)

bl

d)

€)

Menyiapkan Rencana langka Fanjang Perusahaan (RJPP) vang
merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan
Perusahaan yang hendak dicapal dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun, menandatanganinya bersama dengan Dewan Komisaris,
dan menyampaikannya kepada RUPS untuk mendapat
pengesahan;

Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (REKAF),
dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah
dan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;

Menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang
sesual dengan standar akuntansi keuangan termasuk pembukuan
dan administrasi yang didasarkan atas pengendalian internal yang
handal;

Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang
keadaan dan jalannya Perusahaan dalam bentuk laporan lainnya
jika diminta oleh RUPS;

Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang

manajermen serta Indikator Kinerja pada setiap tingkatan/ level;
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f) Menyusun dan menyampalkan Laporan Tahunan yang telah di
tandatangani bersama Dewan Komisaris kepada RUPS untuk
memperaleh pengesahan;

g) Mencantumkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada
Perusahaan lain dalam Laporan Tahunan.

Hak dan Wewenang Direksi
Direksi berhak dan berwenang untuk ;
a} Menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan

Perusahaan, termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan;

bl  Mengangkat dan memberhentikan pekeria berdasarkan aturan intarnal

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang

ketenagakerjaan;

) Mengatur masalah pendelegasian wewenang/pemberian  kuasa

Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan

B. ORGAN PENDUEKUNG
1. Corporate Secretary

1.1

1.2

Kedudukan dan Kualifikasi

1} Corporate Secretary diangkat, diberhentikan oleh Direktur Utama
dengan persetujuan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Utama;

2} Corporate Secretary harus memiliki kualifikasi akademis, kompetensi
yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

1) Menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan
Komisaris dengan Direksi;

2) Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan
Perusahaan meliputi dekumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat
gabungan antara Direksi dengan Komisaris, dan dokumen-dokumen
Perusahaan yvang penting lainnya;

3) Mencatat Daftar Khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta

Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahan maupun afiliasinya
A2
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yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain
yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan
Perusahaan;

4}  Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya kepada
Direktur Utama secara berkala;

3} Menghimpun semua informasi yang penting mengenal Perusahaan dari
setiap unit kerja;

6)  Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat
disampaikan kepada stakeholders, termasuk informasi yang dapat
disampaikan sebagai public document;

7} Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perusahaan yang
disampaikan kepada stakeholders, balk dalam website, buletin, atau
media informasi lainnya;

8)  Memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan {Annual Report)
telah mencantumkan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan;

9)  Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang
persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip prinsip GCG
dan peraturan perundangan lainnya;

10} Corporate Social Responsibilty dan Pemberian sumbangan.

2. Satuan Pengawas Internal (SPI)
2.1 Kedudukan dan Kualifikasl :

1} SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama
untuk menjamin independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang
diaudit;

2}  Kepala SPI harus memiliki kualifikasl akademis dan kompetensi yang
memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
sehingga memberikan nilal tambah bagl perusahaan;

3) HKepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan
persetujuan Dewan Komisaris.

£.2 Tugas dan Tanggung Jawab SPI
SPI mempunyal tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
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1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

)

2)
10)

11)
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Membuat strategi, kebijakan, serta rencana kegiatan pengawasan;
Memaoniter pencapaian tujuan dan strategi pengawasan secara
keseluruhan serta melakukan kajian secara berkala;

Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berfungsi efektif
termasuk melakukan kegiatan vyang dapat mencegah terjadinya
penyimpangan serta melakukan assessment terhadap sistem tersebut
secara berkala;

Melaksanakan fungsl pengawasan pada seluruh aktivitas usaha yang
meliputi antara lain bidang akuntansi, keuangan, sumber daya manusia
dan operasional;

Melakukan audit guna mendorong terciptanya kepatuhan baik pekerja
maupun manajemen Perusahaan kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus vang
mempunyai  indikasi terjadinya  penyalahgunaan  wewenang,
penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan (fraud);

Memberikan saran-saran perbaikan yang diperiukan dan informasl yang
obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan
manajemen;

Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai
upaya peningkatan efektivitas pengendalian intern, peningkatan
efisiensi, manajemen risiko, dan kegiatan lainnya terkait dengan
peningkatan kinerja;

Mendukung penerapan GOG di lingkungan Perusahaan;

Menyiapkan dukungan data, informasi dan analisis untuk Direksi dalam
rangka penyvampaian laporan Direksi kepada Dewan Komisaris;
Melaporkan ssluruh hasil kegiatan pengawasannya langsung kepada
Dirgktur Utama dan memberikan tembusan kepada Dewan Komisaris

melalui Komite Audit.

Piagam SPI

Kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab SPI serta hubungan
kelembagaan antara 5Pl dengan Komite Audit dan Auditor Elksternal
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dituangkan dalam Piagam SPI yang ditandatangani oleh Direktur Utama,
Kepala 5P1, dan Komisaris selaku Ketua KEomite Audit.

3.  Sekretaris Dewan Komisaris
1) Sekretaris Dewan Komisaris dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada

Dewan Komisaris guna membantu Dewan Komisaris di bidang keglatan

kesekretariatan :

a) Pelaksanaan peran sebagal penghubung antara Dewan Komisaris,
Direksi, dan Pemegang;

b}  Penyiapan undangan rapat dan penyiapan bahan-bahan rapat Dewan
Komisaris;

) Pendokumentasian surat-surat;

d) penyusunan notulen rapat;

&) Pengumpulan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan
tugas Dewan Komisaris.

2}  Sekretaris Dewan Komisaris dilengkapi dengan uralan tugas yang jelas dan
jumlah staf yang sesuai dengan kebutuhan.
4.  Komite Audit
4.1 Komposisi dan keanggotaan :

Komite Audit terdiri atas secrang Ketua dan sekurang-kurangnya satu orang

anggota dengan komposisi sebagai berikut ;

a) Ketua Komite Audit adalah salah satu Komisaris Independen;

b)  Anggota Komite Audit berasal dari luar Perusahaan;

€}  Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh
Komisaris Utama;

d) Anggota Komite harus memiliki kemitmen yang teguh dan integritas
yang tinggi, kemampuan berkomunikasi secara efektif serta memiliki
pengetahuan, pengalaman dan kemampuan teknis dalam bidang
tugasnya;

el Anggota Komite tidak memiliki benturan kepentingan dengan
kepentingan PT Rumah Sakit Pelabuhan dalam melaksanakan tugasnya;

f)  Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris Utama

dengan masa kerja 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang masa
A2 | A3 | a4 ]
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keanggotaannya dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.

4.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1}  Mereview rencana audit SPI dan Auditor Eksternal;

2)  Mereview secara berkala Piagam SPI;

3} Menilai pelaksanaan keglatan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI
maupun Auditor Eksternal;

4}  Memberikan rekomendasi mengenal penyempurnaan  sistem
pengendalian manajemen;

3]  Mengidentifikasi hal-hal vang memerlukan perhatian Komisaris;

6) Mengevaluasi/mereview proses pelaporan keuangan;

71 Mengevaluasi pengelolaan risiko;

8) Mengevaluasi pembangunan dan pemanfaatan teknologi infarmasi,

%)  Mengewvaluasi ketaatan Perusahaan pada peraturan internal dan
perundang- undangan;

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama sesuai
dengan kKetentuan yang berlaku;

11} M™elaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Komisaris Utama baik
secara berkala maupun sewakiu-waktu apabila dibutuhkan.

4.3 Plagam Komite Audit
Kedudukan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta hubungan
kelembagaan antara Komite Audit dengan SPI, Komite Audit dengan Direksi
dan Komite Audit dengan Auditor Eksternal dituangkan dalam Piagam Komite
Audit dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Ltama.

C. STRUKTUR TATA KELOLA EKSTERNAL
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan harus :
1. Memperhatikan aspek-aspek pengaturan yang berasal dari pihak eksternal
Perusahaan dan implikasinya bagi pelaksanaan kegiatan usahanya;
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Mematuhi kebijakan/ regulasi/ pengaturan PT Rumah Sakit Pelabuhan dan badan/

instansi terkait lainnya;

Mematuhi kebijakan/ regulasi/ pengaturan bidang perumahsakitan dan lainnya,
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BAB IV
PROSES CORPORATE GOVERNANCE

PENGANGKATAN DAN PEMEERHENTIAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1.

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

a}  Anggota Dewan Kemisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;

b)  Pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui proses seleksi
dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian,
integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman perilaku dan dedikasi, serta
kecukupan waktunya demi kemajuan Perusahaan;

<) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan
sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 {satu) kali masa jabatan;

d) Pemberhentian sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris sebelum
berakhirnya masa jabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan
alasannya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota
Dewan Kemisaris tersebut untuk hadir dan membela diri dalam RUPS:

e) RUPS dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Dewan
Komisaris dalam hal mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar
danfatau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan bersalah
dengan keputusan pengadilan, atau melalaikan kewajibannya;

f}  Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara
waktu, harus dilaksanakan RUPS untuk mengukuhkan atau membatalkan
pemberhentian tersebut. Apabila RUPS yang dimaksud tidak terselenggara,
maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

a)  Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS:

b)  Pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi
yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran,
kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan

waktunya untuk mengelola Perusahaan;
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€}  Calon-calon anggota Direksi dapat diusulkan oleh Dewan Komisaris melalui
kajian;

d)  Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan
dan kepatutan. Calon-calon yang Ilulus wajib menandatangani kontrak
manajemen sebelurmn diangkat sebagai anggota Direksi;

e)  Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan sesudahn ya dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

f Pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum berakhimya masa
jabatan harus dilakukan cleh RUPS dengan menyebutkan alasannya. Anggota
Direksl dapat diberhentikan untuk sementara waktu berdasarkan keputusan
rapat Komisaris yang disetujui dengan suara terbanyak, dalam hal tindakan
anggota Direksi bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusan
pengadilan, atau melalaikan kewajibannya;

gl Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara
harus dilaksanakan RUPS untuk mengukuhkan atau membatalkan
pemberhentian tersebut dengan memberikan kesempatan kepada anggota
Direksi yang diberhentikan untuk hadir dan membela diri. Apabila RUPS yang
dimaksud tidak terselenggara maka pemberhentian sementara tersebut batal

demi hukum.

B. PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
YANG BARU

1.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru ditunjuk dan diangkat wajib
diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan dan dilakukan sesegera
mungkin setelah pengangkatannya.

Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi Komisaris yang baru
berada pada Komisaris Utama, atau jika Komisaris Utama berhalangan, maka
tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan tersebut berada pada Direkbur
Utama.

Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi Anggota Direksi
yang baru berada pada Direktur Utama, atau jika Direktur Utama berhalangan,
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maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan tersebut berada pada

Komisaris Utama atau Direksi yang ada.

4. Program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru
mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan visi dan misi, nilal-nilai
dan budaya Perusahaan, tujuan dan strategi Perusahaan, unit-unit usaha dan
anak Perusahaan, kinerja keuangan dan operasl, rencana usaha jangka
pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, manajemen resiko,
kondisi persaingan usaha, dan masalah-masalah strategis lainnya;

b.  Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris
dan Direksi serta Komite Komisaris;

c.  Penjelasan mengenai stakeholders utama Perusahaan dan tanggung jawab
sosial Perusahaan;

d.  Sistem pengendalian internal, sistem audit dan temuan-temuan audit yang
belum ditindaklanjuti secara tuntas serta kasus-kasus hukum yang melibatkan
Perusahaan;

e.  Pelaksanaan Good Corporate Governance di lingkungan Perusahaan;

f. Program pengenalan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk presentasi/
seminar/ workshop, pertemuan, kunjungan ke lokasi, pengkajian dokumen,
atau bentuk lainnya yang dianggap sesuai.

C. RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RIPP)
L Muatan RIFP

Muatan RJPP sekurang-kurangnya terdiri dari :

a. Latar belakang, wisi, misi, tujuan dan sasaran Perusahaan, struktur
organisasi dan susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi serta
perkembangan Perusahaan 5 (lima) tahun terakhir;

b. Kondisi Perusahaan saat Ini, yang mencakup posisi persaingan disertai dengan
analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) dan hasll
pemetaan pasar dan produk, serta permasalahan strategis yang dihadapi;

€. Keadaan Perusahaan yang dikehendaki di masa depan, mencakup sasaran dan
target pertumbuhan, strategi dan kebijakan manajemen, program dan
rencana kerja strategis tahunan untuk 5 (lima) tahun;
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d. Proyeksi keuangan Perusahaan mencakup asumsi yang digunakan, rencana
investasi dan sumber pendanaan, proyeks! laba rugi, proyeksi neraca, dan
proyeksi arus kas setiap tahun sefama 5 (lima) tahun;

e, Kaerjasama tingkat korporat yang strategis danfatau berjangka waktu lebih
dari 5 {lima) tabun;

f. Kebijakan penataan dan pengembangan Anak Perusahaan untuk 5 (lima)
tahun vang akan datang.

Penvusunan dan Pengesahan RIFP

Penvusunan FIPP dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas Direksi dan
manajemen dalam menggunakan sumber daya dan dana Perusahaan ke arah
pencapaian hasil serta peningkatan nilaif pertumbuhan dan produktifitas

Ferusahaan dalam jangka panjang.

Proses penyusunan dan pengesahan RIPF adalah sebagai berikut :

a, Penyusunan RIPP meliputi proses penetapan sasaran dan penilaian jangka
panjang yvang berorientasi ke masa depan, serta pengambilan keputusan vang
memetakan kondisi Perusahaan saat ini dan keadaan yang diharapkan di masa
mendatang;

b. Perumusan FRIFP dilakukan oleh Direksi beserta jajaran manajemen
Perusahaan dengan mengkombinasikan pendekatan fop-down dan boftom-
up,

ol Proses penyusunan dan pengesahan FIPP mencakup :

1) Penyusunan oleh Direksi, dilakukan dengan mempertimbangkan
lingkungan internal dan eksternal Perusahaan, melakukan analisa
kekuatan,  kelemahan, peluang dan  ancaman  (SWOT),
mempertimbangkan masukan yang diperoleh dari berbagai fungsi/ unit
kerja;

2] Penyampaian rancangan RIPP oleh Direksi kepada Dewan Komisaris
untuk mendapatkan kiarifikasi, masukan dan rekomendasi;

3)  Pengusulan RIPP yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi
dilakukan oleh Direksi kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan
persetujuan/ pengesahan RUPS;
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4}  Direksi wajib menyampalkan rancangan RIPP periode berikutnya kepada
Pemegang Saham untuk disahkan dalam RUPS, dalam waktu 60 (enam
puluh} hari sebelum berakhirnya RIPP periode sebelumnya;

3) Pengesahan RIPP ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu &0
{enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RIPP oleh Pemegang
Saham secara lengkap.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

-

Muatan REKAP

Muatan REAP sekurang-kurangnya terdiri dari :

Asumsi dasar penyusunan RKAP (parameter yang digunakan);
Evaluasi pelaksanaan REKAP sebelumnya;

Fencana Kerja Perusahaan:

Angagaran Perusahaan;

Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan:

Tingkat Kinerja Perusahaan;

Hal-hal lain yang memeriukan keputusan RUPS.

@ "800 g o

Penyusunan dan Pengesahan RKAP :

a.  Penyusunan RKAP mengacu pada RIPP untuk 1 (satu) tahun, mencakup
berbagal program kegiatan tahunan Perusahaan yang lebih rinci dengan
penyesuaian sesuai kondisi Perusahaan:

b. Pengesahan RKAP dilakukan ocleh RUPS setelah dibahas bersama oleh
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi;

. Direksi wajib menyampaikan rancangan RKAP setelah dibahas bersarma oleh
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi;

d.  Pengesahan RKAP ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. Dalam hal permohonan
persetujuan RKAP belum memperoleh pengesahan sampal dengan batas
waktu yang ditentukan, maka RKAP dianggap sah untuk dilaksanakan

sepanjang telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara

penyusunannya.
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3. Pelaksanaan dan Monitoring FJPF/ REAP ©

a. Setiap Cabang RS dan Unit Kerja menyampaikan kepada Direksi laporan
pelaksanaan RKAP secara triwulanan dan tahunan dan laporan pelaksanaan
RIPF secara tahunan.

b. Laporan evaluasi pelaksanaan RIPP dibuat oleh Direksi dan disampaikan
kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tahunan,.

c, Laporan evaluasi pelaksanaan RKAP dibuat oleh Direksi dan disampaikan
kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara triwulanan dan
tahunan.

d. Pelaksanaan dan pencapaian RIPP/ RKAP harus diawasi oleh Dewan Komisaris.
Hasil pengawasan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS
sebagal bagian dari penilaian kinerja Direksi.

e, Perubahan RKAP dapat dilakukan setiap & (enam) bulan realisasi pelaksanaan
FEAP atauy sewaktu-wakitu apabila dipandang mendesak jika terdapat
perubahan yang sangat signifikan pada parameter yang mendasar dengan

justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. PENDELEGASIAN WEWENANG RUPS, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI
1. Pendelegasian wewenang RUPS
RUPS dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Kuasa RUPS sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Perundang-
undangan yang berlaku.
Untuk menjaga independensi antar Organ Perusahaan, Kuasa RUPS bukan
Komisaris Perusahaan.

. Pendelegasian wewenang Dewan Komisaris
komisaris Utama dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Anggota Dewan
Komisaris lainnya melalui Surat Kuasa dengan tidak menghilangkan sifat
pertanggungjawabannya. Anggota Dewan Komisaris dapat menugaskan hal-hal
yang berkenaan dengan kewenangannya kepada Komite-Komite dan Sekretaris

Dewan Komisarls.
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3. Pendelegasian wewenang Direksi

. Direktur Utama atau Direktur dapat mendelegasikan wewenangnya kepada
anggota Direksi lainnya melalui Surat Kuasa dan tidak menghilangkan sifat

pertanggungjawabannya.

b. Direksi dapat menugaskan pekerja atau pihak di luar Perusahaan untuk
menjalankan hal-hal wvang berkenaan dengan kewenangannya dengan
dikukuhkan dalam suatu Surat Kuasa Direksi, Surat Keputusan Direksi dan
Surat Perintah Direksi.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pengelolaan SDM meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan (rekrutmen),
seleksi dan program orientasi, penempatan, pengembangan dan mutasi serta
pemberhentian pekerja. Pengelolaan S5DM dimaksudkan untuk memastikan bahwa
Perusahaan selalu memiliki sumber daya manusia yang unggul dan dapat diarahkan dan
digerakkan untuk mencapai tujuan Perusahaan.

1. Perencanaan Tenaga Kerja

a. Perencanaan tenaga kerja dilakukan wuntuk mengantisipasi kebutuhan
penyediaan pekerja bagi Perusahaan.

b. Perencanaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan analisis organisasi (disain
pekerjaan, formasi jabatan, evaluasi jabatan, kompetensi, perputaran
pekerjaan) dan analisis kebutuhan jabatan minimal 2 (tiga) tahun ke depan,
sesuai dengan strategi bisnis dan perkembangan perusahaan.

C. Dalam melakukan analisis organisasi harus mempertimbangkan visi, misi,
tujuan dan strategi, bila perlu melakukan benchmarking ke Perusahaan
sejenis.

d. Dalam melakukan analisis kebutuhan jabatan harus diperhatikan hasil analisis
organisasi beban kerja, anggaran Perusahaan dan data kekuatan pekerja.

2. Femenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja

a. Fengadaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan Perusahaan sesuai
dengan kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan.

b. Sumber tenaga kerja dapat berasal dari dalam Perusahaan (pekerja aktif,
tenaga kontrak, mitra kerja) atau dari luar Perusahaan. Pengisian formasi
jabatan struktural diutamakan bagi tenaga kerja yang berasal dari dalam

Perusahaan. Sedangkan pengisian formasi jabatan dan kebutuban tenaga
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baru yang berasal dari luar Perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan
peraturan yang berlaku di Perusahaan dan peraturan perundang-undangan di
bidang ketenagakerjaan yang berlaku,

c. Kebutuhan tenaga kerja dapat diinformasikan secara transparan melalui
pengumuman di media massa, website, dan/ atau media lainnya.

d.  Perusahaan dapat berhubungan dengan perguruan tinggi atau lembaga-
lembaga pendidikan lainnya, pihak-pihak yang bergerak di bidang jasa
penyediaan tenaga kerja tinggi, serta sumber tenaga kerja lain guna
mendapatkan calon tenaga kerja terbaik sesual dengan kebutuhan

Perusahaan.

3.  5Seleksi dan Program Orientasi

a. Penerimaan lenaga kerja dilakukan melalui proses seleksi yang transparan
dan obyektif.

b. Proses seleksi dilakukan sekurang-kurangnya melalui seleksi administrasi, tes
tertulis, wawancara dan tes kesehatan serta diupayakan melibatkan instansi/
lembaga pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan maupun perguruan
tinggi atau lembaga lain yang kompeten.

g Kepada tenaga kerja yang diterima diberikan program orientasi umum tentang
perusahaan dan orientasi khusus berkaitan dengan bidang kerjanyva dan
sebelum diangkat menjadi pekerja harus mengikuti masa percobaan sesuai
ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

d. Perusahaan dan pekerja wajib membuat perjanjian kerja sebelum dimulainya
hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.  Penempatan Pekerja
a. Penempatan pekerja dilakukan sesual dengan kebutuhan Perusahaan
berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati berdasarkan prinsip-prinsip the
right man in the right pface dan pay for performance.
b. Penempatan pekerja untuk jabatan-jabatan tertentu dilakukan melaiul
mekanisme fit & proper test atau assessment,
C. Setiap pekerja bersedia ditempatkan di seluruh wilayah atau unit kerja

Perusahaan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Khusus bagi pekerja
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tenaga kesehatan organik (tetap) wajib mengurus Surat Ijin Praktek (SIP)
sesual dengan ketentuan yang berlaku dan bagi pekerja dokter dan dokter gigi
baik umum maupun spesialis organik {(tetap) wajib memberikan minimal 2
(dua} SIP untuk kepentingan Perusahaan.

Pekerja yang menclak penempatan dapat diberikan sanksi oleh Perusahaan
sesual dengan peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku,

Pengembangan Pekerja

a,

Fengembangan pekerja dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan
kompetensi pekerja melalui jalur pendidikan dan pelatihan serta jalur
penugasan khusus guna pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja
Perusahaan, pemenuhan kompetensi dan sekaligus pengembangan karier
pekerja.

Pengembangan karier dilakukan untuk mengisl jabatan-jabatan di Perusahaan
berdasarkan kompetensi jabatan dan profil kompetensi pekerja serta proyeksi
jenjang karir {career path).

Pengembangan karier meliputi jalur manajerial/ struktural yang mengikuti
jenjang struktur organisasi Perusahaan dan jalur tenaga ahlif spesialis dengan
dukungan FProfessional Developrnent Program.

Perusahaan dapat membentuk suatu tim/ dewan pertimbangan jabatan yang
ditugaskan untuk melakukan pemilihan pejabat Perusahaan yang dianggap

kompeten.
Sampai pada tingkat jabatan tertentu, perencanaan suksesi pejabat

Perusahaan diselaraskan dengan rencana pengembangan karir pekerja dan
kebutuhan Perusahaan serta dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.

Mutasi dan Pemberhentian

Mutasi pekerja dapat berupa promosi, rotasl dan demosi.

Promosi dan rotasi dilakukan dengan memperhatikan pengembangan karir
pekeria dan kebutuhan Perusahaan.

Demosi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur pembinaan atau
ketegasan dalam penerapan sanksi dengan tetap mengedepankan prinsip

keadilan.

A
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d. Setiap pekerja diberikan kesempatan yang sama untuk diseleksi dan dipilih
guna mengisi jabatan (promosi) sepanjang yang bersangkutan memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan.

€. Pemutusan hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban yang harus
diselesaikan sesual dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

G. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
1.  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
a. Persiapan RUPS

1) Undangan untuk RUPS Tahunan disampaikan kepada Pemegang Saham
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum acara RUPS
dilaksanakan.
Surat atau media pemanggilan harus mencakup informasi mengenai :
- Agenda RUPS;
- Materl usulan dan penjelasan lain yang berkaitan dengan agenda

acara RUPS;

= Hari, tanggal dan jam diadakannya RUPS:
- Tempat pelaksanaan RUPS,

2) Tempat pelaksanaan RUPS adalah Igkasi tempat beroperasinya
Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.

3}  Tidak perlu dilakukan undangan tertulls untuk RUPS Luar Biasa jika
semua peserta RUPS Luar Biasa sudah mengetahui, menyetujui dan
menyatakan dapat hadir.

b. Felaksanaan Rapat
1)  RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham atau yang diberi kuasa deangan
hak subtitusi oleh Pemegang Saham.
2} RUPS membahas masalah yang telah ditetapkan dalam agenda RUPS.
3)  Agenda tambahan RUPS dapat dibahas jika disetujui oleh RUPS.

€. Pengambilan Keputusan
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1) Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan melalui prosedur
¥ang transparan dan adil.

2)  Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumiah
suara yang sah,

Pendaokumentasian Hasil RUPS

1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib  dibuat dan
ditandatangani Ketua Rapat dan Pemegang Saham.

2)  Penandatanganan risalah RUPS tidak diperlukan apabila risalah RUPS
tersebut dibuat dengan Akta Notaris.

3) PRisalah RUPS harus didokumentasikan dan disimpan oleh Corporate
Secretary.

4)  Pemegang Saham berhak memperoleh risalah RUPS.

2. Rapat Dewan Komisaris

Penentuan Agenda Rapat

1)  Agenda rapat didasarkan pada kalender peristiwa {calendar of events)
Dewan Kemisaris, evaluasi hasil rapat sebelumnya dan hal-hal lain yang
dianggap perlu.

Z)  Agenda rapat harus diberikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris kepada
undangan rapat paling lambat 7 {tujuh) hari sebelumnya.

3)  Agenda tambahan dapat dibahas Jika disetujul pimpinan rapat.

Pelaksanaan Rapat

1) Rapat Dewan Komisaris dapat mengundang pihak-pihak yvang
diperiukan,

2}  Rapat Dewan Komisaris dilakukan dilakukan sekurang-kurangnya sekali
dalam 1 (satu) bulan atau setiap waktu bilamana dianggap periu aleh
Komisaris Utama atau oleh 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Dewan
Komisaris atau atas kesepakatan tertulis Rapat Dewan Komisaris

sebelumnya.
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3) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atay
tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.

4)  Anggeta Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam suatu rapat Dewan
Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Komisaris lainnya dengan

kuasa tertulis.

Pengambilan Keputusan

1}  Rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat
apabila dihadiri atau diwakili oleh [ebih dari ¥ (setengah) jumlah
anggota Komisaris,

2)  Keputusan dalam rapat Komisaris diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, keputusan dlambil berdasarkan suara terbanyak.

3)  Suara keseng dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat
Dewan Komisaris,

4) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua
anggota Dewan Komisaris telah mengetahui usul keputusan yang
dimaksud secara tertulis dan memberikan persetujuan secara tertulis
(circular fetter) terhadap usul yang dimaksud serta menandatangani
persetujuan tersebut,

5)  Keputusan yang diambil harus diterima sebagal keputusan bersama
(collegial).

Pendokumentasian Hasil Rapat

1}  Risalah rapat Dewan Komisaris harus dibuat untuk setiap rapat Dewan
Komisaris dan ditandatangani oleh seluruh Komisaris yang hadir,

2} Risalah rapat harus memuat semua hal yang diblcarakan, termasuk
evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan
mencantumkan pendapat yang berbeda [ dissenting opinion) dengan apa
yang diputuskan dalam dalam rapat Komisaris tersebut (jika ada),

3}  Setiap anggota Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan

| A2 [ A3 | A4
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Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
pengiriman risalah Rapat setiap Anggota Dewan Komisaris harus
menyampaikan persetujuan  atau keberatannya dan/ atau usulan
perbaikannya (jika ada).

Risalah rapat asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris harus
didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris serta
harus selalu tersedia.

3. Rapat Direksi
Penentuan Agenda Rapat

d.

1)

2)

Agenda rapat didasarkan pada almanak peristiwa (calendar of events)
Direksi dan hal- hal lain yang dianggap perlu.

Agenda dan undangan rapat harus diberikan oleh Corporate Secretary
kepada peserta sebelum rapat.

Pelaksanaan Rapat

1)

2}

4l

4)

Rapat Direksi diadakan secara berkala sek urang-kurangnya sekali dalam
sebulan dan sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu atas permintaan
seorang atau lebih anggota Direksi.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau oleh seorang anggota
Direksi yang ditunjuk khusus oleh Direktur Utama untuk memimpin
rapat Direksl.,

Rapat Direksi dianggap sah apablla diadakan di tempat kedudukan
Perusahaan atau di tempat Kegiatan usahanya yang utama di dalam
wilayah Republik Indonesia.

Rapat Direksi yang diselenggarakan ditempat lain selain disebutkan di
atas, dianggap sah dan dapat mengambil  keputusan apabila
dilaksanakan didalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh
seluruh anggota Direksi atau wakil yang sah.

Fengarmbilan Keputusan

1)

Keputusan dalam rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.

A3 | A4 |
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Z)  Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila
jumlah suara setuju atau tidak setuju sama, maka Pimpinan Rapat yang
menentukannya dengan tetap memperhatikan ketentyan mengenai
pertanggung jawaban,

3)  Suara kosong (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam
rapat Direksi,

4)  Direksi dapat Juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah
mengetahui  usul keputusan yang dimaksud secara tertulis dan
memberikan persetujuan secara tertulis (circular fetter) terhadap usul
yang dimaksud serta menandatangani persetujuan tersebut,

=) Keputusan hasil rapat yang diambil diterima se bagai keputusan bersama
(collegial)

d.  Pendokumentasian Rapat

1}  Risalah rapat dibuat oleh Corporate Secretary untuk setiap rapat Direksi
dan ditandatangani oleh seluruh Direksi yang hadir.

2) Risalah rapat tersebyt harus memuat semua materi rapat yang
diblcarakan, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil
rapat sebelumnya dan mencantumkan pendapat yang berbeda
{dissenting opinion) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Direksi
tersebut (jika ada).

3)  Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.

4)  Dalam kurun wakty 14 (empat belas) harl sejak pengiriman risalah
rapat, setiap anggota Direksl harus menyampaikan persetujuan atau
keberatan dan/atau usulan perbaikan.

5}  Risalah rapat asli dari setiap rapat Direksi harus didokumentasikan dan
disimpan oleh Corporate Secretary serta harus selaly tersedia,

H. BENTURAN KEPENTINGAN {CONELICT OF INTEREST)
1. Benturan kepentingan terjadi apabila.
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a.  Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perusahaan untuk
kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan

b.  Menerima dan/ atau memberi hadiah/ manfaat dalam bentuk apapun yang
berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perusahaan.

. Memanfaatkan informasi rahasia dan/ atau data penting Perusahaan untuk
kepentingan di luar Perusahaan,

d.  Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Perusahaan
pesaing dan/ atau Perusahaan mitra atau calon mitra lainnya.

€. Memiliki saham Perusahaan pesaing dan/ atau Perusahaan mitra atau calan
rmitra lainnya.

f. Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan atau semenda sampai dengan
derajat ketiga dengan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris,

2. Pengungkapan adanya benturan kepentingan.

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada
Pemegang Saham tentang situasi/ kondisi yang menu njukkan indikasi adanya
benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak terjadinya situasif kondisi tersebut,

b. Pemegang Saham meneliti situasi/ kondisi yang menunjukkan indikasi adanya
benturan kepentingan yang dilaporkan tersebut dan dalam waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi
situasi tersebut,

C. Para Pekerja wajib melaporkan kepada Direktur Keuangan dan Sumber
Daya melalui atasannya secara berjenjang tentang situasi/ kondisi yang
menunjukkan indikasl adanya benturan kepentingan yang dihadapi paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya benturan kepentingan.

d.  Direksi meneliti situasi/ kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan
kepentingan yang dilaporkan tersebut dan dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi situasi tersebut,

PENGELOLAAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

1. Kegiatan Usaha Pelayanan Jasa Kesehatan

A2 T A3 | A |
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Perencanaan

1) Optimasi kinerja, mutu layanan dan ketersediaan alat-alat yang
memadai,

2}  Program peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous quality
improvement program) melalui pengembangan dan aplikasi teknologi
secara optimal.

3) Pengembangan usaha dan portofolio yvang berwawasan lingkungan,

Pelaksanaan

1) Melaksanakan rencana strategis di bidang usaha pelayanan jasa
kesehatan yang telah ditetapkan dalam RIPP dan RKAP dengan
memperhatikan aspek-aspek risiko yang akan dihadapi

Z)  Mengkoordinasikan kegiatan usaha pelayanan jasa kesehatan untuk
memastikan keberlangsungan Perusahaan.

3)  Melakukan kajian dan analisis atas kelayakan investasi secara teknis
dan ekonomis.,

4)  Mengembangkan sistem Indikator Kinerja untuk bidang usaha pelayanan
jasa kesehatan.

=) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya.

Pengendalian
Mengendalikan dan mengawasi kegiatan bidang usaha pelayanan jasa
kesehatan dari proses awal hingga akhir agar berjalan sesuai dengan SPO
beserta pedoman dan panduan yang ditetapkan oleh pimpinan Perusahaan.

2. Kegiatan Usaha Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

4.

Perencanaan

1}  Optimasi kinerja, mutu layanan dan perluasan market,

2)  Program peningkatan mutu berkelanjutan  (Continuous  gquality
improvement program) melalui pengembangan dan aplikasi teknologi
secara optimal.

3}  Pengembangan usaha dan portofolio secara optimal,

[ A2 A3'A¢_f‘
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b. Felaksanaan

1} Melaksanakan rencana strategis di bidang usaha Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan yang telah ditetapkan dalam RIPP dan RKAP dengan
memperhatikan aspek-aspek risiko yang akan dihadapi

2)  Mengkoordinasikan kegiatan usaha Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
untuk memastikan keberlangsungan Perusahaan,

3} Melakukan kajian dan analisis atas kelayakan investasi secara teknis
dan ekonamis,

4)  Mengembangkan sistem Indokator Kinerja untuk bidang usaha Jaminan
Femeliharaan Kesehatan,

3} Meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya

C. Fengendalian
Mengendalikan dan mengawasi kegiatan bidang usaha jaminan pemeliharaan
kesehatan dari proses awal hingga akhir agar berjalan sesuai dengan SPO
beserta pedoman dan panduan yang ditetapkan aleh Fimpinan Perusahaan,.

3.  Kegiatan Usaha Jasa Boga dan Umum
a. Perencanaan

1)  Optimasi kinerja, mutu layanan dan perluasan market,

2) Program peningkatan mutu berkelanjutan (Centinuous quality
improvement program) melalui pengembangan dan aplikasi teknologi
secara optimal

3) Pengembangan usaha dan portofolio yang berwawasan lingkungan.

b, Pelaksanaan

1) Melaksanakan rencana strategis di bidang usaha jasa bega dan umum
yang telah ditetapkan dalam RIPP dan RKAP dengan memperhatikan
aspek-aspek risiko yang akan dihadapi

2)  Mengkoordinasikan kegiatan wusaha Jasa Boga dan Umum  untuk
memastikan keberlangsungan Perusahaan.

3)  Melakukan kajian dan analisis atas kelayakan investasi secara teknis
dan ekonomis.

A2 | A3 | A4 |
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4)  Mengembangkan sistem Ukuran Kinerja untuk bidang usaha Jasa Boga
dan Umum.
5)  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas biava

C. Fengendalian
Mengendalikan dan mengawasi kegiatan bidang usaha lasa Boga dan Umum
dari proses awal hingga akhir agar berjalan sesuai dengan SPO beserta
pedoman dan panduan yang ditetapkan oleh Pimpinan Perusahaan

J.  MANAJEMEN RISIKO.

1. Klasifikasi, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat.
a. Klasifikasi risiko,

Risiko Perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai :

1)  Risiko strategi, kesalahan dalam pengambilan keputusan tingkat
korporat, kesalahan dalam pemilihan mitra kerja sama dll.

2}  Risiko operasional, meliputi antara lain: risiko ketidakpatuhan pada
prosedur (SPO), risiko pemogokan kerja dan SDM, risike terjadinya huru
hara yang menghambat aktivitas distribusi, rislko kesehatan dan
keselamatan lingkungan serta keselamatan proses, risike perubahan
situasi sosial, politik dan keamanan, risiko persaingan pemasaran.

3)  Risiko keuangan, yang meliputi antara lain : risiko perubahan nilai suku
bunga, risike ketiadaan dana akibat keputusan pemerintah, risike tidak
tertagihnya piutang, dan risiko dari adanya regulasi keuangan dari
pemerintah.

b. Tujuan Manajemen Risiko.
Manajemen risiko bertujuan untuk mengawal tercapainya tujuan Perusahaan
di bidang usaha pokok,

. Ruang lingkup Manajemen Risiko

Manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup :

ST
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1)  Mengidentifikasi potensi risiko internal pada setiap SBU dan potensi
risike eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan.

2} Merumuskan dan mengembangkan strategi penanganan/mitigasi risiko.

3} Mengimplementasikan program - pregram pengelolaan  untuk
maminimalkan risiko.

4)  Mengevaluasi keberhasilan manajemen risiko

d. Manfaat Manajemen Risiko.
Manfaat manajemen risiko adalah memperkeecil dampak kerugian dari
ketidakpastian dalam usaha.

Kebijakan UWmum.

Dalam menerapkan manajeman risike sekurang-kurangnya :

a.  Memperhatikan keselarasan antara strategi, proses bisnis, SDM, keuangan,
teknolagi, dan lingkungan dengan tujuan Perusahaan.

b.  Menetapkan sistem dan prosedur standar manajemen rislko.

c, Menyiapkan Penilai Risiko {risk assessor) yang kempeten.

Unsur - Unsur Terkait.

Fenerapan manajeman risiko pada dasarnya melibatkan unsur-unsur Perusahaan

dengan tanggung jawab sebagal berikut :

a.  Direksl dan seluruh pekerja (organik dan non organik) bertanggung jawab
menggunakan pendekatan manajemen risiko  dalam melakukan kegiata nnya
sesuai dengan batas kewenangan dan uralan tugas (job description) masing-
masing.

b.  Organ yang bertanggung jawab di bidang manajemen risiko adalah :

1)  Komisaris dan Komite yang terkait antara lain Komite Audit (dalam hal
tidak ada Komite Risiko).

2) Direksi.

3) Fungsi Manajemen Risiko.

4)  Satuan Pengawas Internal (SPI).

| A2 | A3 | A4 |
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1) Memoniter risiko-risiko penting yang dihadapi Perusahaan dan
memberi saran mengenai perumusan kebijakan di bidang
manajemen risiko,

2} Melakukan pengawasan pencrapan manajemen risiko dan
memberikan usulan/ rekomendasi kepada Direksi,

3) Memastikan bahwa penyusunan RIPP dan REAP  telah
memperhatikan aspek manajemen risiko.

4)  Melakukan kajian berkala atas efektivitas sisterm manajemen risiko
dan melaporkannya kepada Pemegang Saham / RUPS,

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab menetapkan tingkat risiko

yang dipandang wajar,

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk

1} Memonitor risiko-risiko penting yang dihadapi Perusahaan dan
memberi saran mengenai perumusan kebijakan di bidang manajemen
risika.

2)  Melakukan pengawasan penerapan manajemen risiko dan memberikan
masukan kepada Direksi,

3) Memastikan bahwa penyusunan RIPFP  dan RKAP  telah
memperhatikan aspek manajemen risiko.

4)  Melakukan kajian berkala atas efektivitas sistemn manajemen risiko dan
melaporkannya kepada Pemegang Saham/ RUPS.

Direksi bertanggung jawab untuk :

1)  Menjalankan proses manajemen risiko di fungsi-fungsi terkait (risk
owners).

2)  Melaporkan kepada Dewan Komisaris tentang risiko-risiko yang dihadapi
dan ditangani,

3)  Menyempurnakan sistem manajemen risiko,

Fungsi Manajemen Risike bertanggung jawab untuk :

1) Merumuskan sistem manajemen risiko.

Z)  Merumuskan kebijakan pokok yang berhubungan dengan manajemen
risiko.

[ A2 | A3 | A4 |
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3)  Mengidentifikasi dan menangani rsiko-risiko serta membuat pemetaan
risikao,

4)  Mengimplementasikan dan mengupayakan penerapan manajemen risiko
yang efektif dalarm batas-batas tanggung jawab dan kewenangannya.

3)  Memantau dan mengevaluasi perkembangan risiko dan melaporkannya
kepada Direksi.

d. satuan Pengawas Internal (SPI) bertanggung jawab untuk :
1) Memastikan bahwa kebijakan dan sistem manajemen risiko telah
diterapkan dan dievaluasi secara berkala,
£} Mengevaluasi dan memberikan masukan atas kecukupan dan efektivitas
pengendalian intern dalam rangka mitigasi risiko.
3) Mengevaluasi dan memberi masukan mengenai kesesuaian strateq|
dengan kebijakan manajemen risiko.

4.  Proses Manajemen Risiko.
Proses manajemen risiko sekurang-kurangnya meliputi :
ldentifikasl risiko.
Pengukuran dan analisis risiko.
Pemilihan metade mitigasi risika.
Implementasi metode mitigasi risiko.
Evaluasi terhadap implementasi metode mitigasi risiko.

Ik BN -

Pelaporan manajemen risiko oleh Direksi Kepada Dewan Komisaris dan RUPS.

K. TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (IT GOVERNANCE).

1. Kebijakan Umum
a. Teknelogi informasi yang dibangun harus memiliki nilai yang sangal strategis
dalam mendukung terciptanya produk atau jasa Perusahaan yang unggul dan
karmpetitif.
b.  Investasi teknologi informasi harus mempertimbangkan aspek keuntungan

berupa pengurangan biava dan kemudahan memperaleh infarmasi.
CA2 T A3 | A4 ‘
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. Direksi menetapkan fungsi teknologi informasi Yang :

1}  Bertanggung jawab untuk mewujudkan rancangan menjadi konstruks|
vang cetil

2}  Bertindak sebagai konsultan dengan melakukan komunikasi secara rutin
dengan pihak pengguna {users)

3)  Memfasilitasi berlangsungnya pelatihan teknologi informasi.

4)  Dibebaskan dari kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berhu bungan
dengan kegiatan teknologi infarmasi,

d.  Fungsi teknologi informasi menerapkan mekanisme penjaminan mutu {Quality
Assurance) untuk memastikan bahwa perangkat-perangkat dan sistem yang
digunakan dalam teknologi informasi telah berada pada kualitas dan tingkat
layanan yang diharapkan.

@ Fungsi pemakai (user) menerapkan penjaminan mutu (Quality Assurance)
untuk memastikan bahwa data/informasi yang dihasilkan oleh sistem
informasi telah berada pada kualitas, kuantitas dan waktu yang diharapkan.

F. Untuk memperoleh pemanfaatan yang aman dan optimal, fungsi teknologi
infarmasi harus menerapkan kendali-kendali terkalt dengan aktivitas TI.

Tahapan
Perusahaan harus memaksimalkan penggunanan teknologi infarmasi melalul
tahapan-tahapan yang sekurang-kurangnya meliputi :
a, Tahap Pra-Implementasi, yang mencakup :
1)  Pencanangan visi dan misi di bidang teknologi informasi.
2)  Penyusunan rencana strategis di bidang teknologi informasi Yang
sejalan (align) dengan strategi bisnis Perusahaan,
3)  Penyusunan rancangan dan desain teknis,
4)  Penjabaran rancangan dan desain teknis teknologi informasi ke dalam
konstruksi sistem secara Ffisik dan fungsional.
b.  Tahap Implementasi, yang meliputi :
1)  Perencanaan yang matang
2}  Pelatihan dan pengembangan SDOM
3)  Pembakuan/standardisasi mutu layanan
4}  Evaluasl dan pengendalian sistem

A2 | A3 | A4
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5)  Penerapan sistemn penanganan darurat {disaster recovery planming atau

contingency planning).
€. Tahap Pengembangan

Pengembangan teknologi  informasi  harus dilaksanakan dalam koridor

penerapan teknologi informasi ¥ang terintegrasi dan handal melalu -

1)  Penyusunan master plan pembangunan dan pengembangan teknologi
infarmasl.

<) Penerapan Executive Information Systern danfatau Decision Support
System.

3}  Penggunaan saty Enterprise Resources Planning (ERP) sebagai back
office system, dan aplikasi ekstensi lainnya

3.  Pengendalian Fungsl Teknologi Informasi -

a. Mempunyai prosedur dan indikator yang tepat untuk mengukur efektivitas
pengelolaan TI.

b, Mempunyai prosedur baky dalam menangani permasalahan  teknologi
informasi yvang terjadi.

c. Melakukan pemantauan secara berkala,
Membuat laporan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris
mengenai kinerja teknologi infarmasi.

2. Bersama-sama fungsi pemakai menetapkan tingkat layanan vang disepakati

{service level agreement) dan direviu secara berkala.

L. PENGELOLAAN KEUANGAN.

1. Kebijakan Umum
a. Keuangan Perusahaan harus dikelola secara profesional, terbuka, dan
berdasarkan prinsip kehati-hatian.
b. Prosedur, kebijakan, serta peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan
kevangan disusun dan dievalyasi seécara periodik dengan memperhatikan
standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaky,
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C. Perusahaan menciptakan sistem pengendalian internal yang baik untuk
terciptanya pengelolaan keuangan yang optimal.

d.  Pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan
melalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip cost effectiveness.

€.  Perusahaan melakukan analisa atas segala kerny ngkinan risiko dan melakukan

tindakan- tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang ada.

Perencanaan

4. Perencanaan keuangan baik jangka pendek ma upun jangka panjang dilakukan
secara terintegrasl yaitu mempertimbangkan kepentingan seluruh unit kerja.

b.  Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan program kerja dan melalui
koordinasi antar unit kerja untuk mensinergikan usulan anggaran setiap unit
kerja dengan menganut prinsip bottem-up dan top-down.

c. Direksi menetapkan target pendapatan dan biaya yang realistis yang
akan dicapai Perusahaan untuk penyusunan anggaran di unit-unit operasi
Perusahaan,

Anggaran Perusahaan terdiri atas :

1)  Anggaran Pendapatan

2)  Anggaran Biaya ya ng terdiri dari Anggaran Beban Operasi dan Anggaran
Investasi

3)  Anggaran Kas

Pengorganisasian
Pengelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan pemisahan tugas
(segregation of duties) antara fungsi verifikasi, pencatatan dan pelaporan,

penylmpanan dan penyetoran dana serta otorisasi.

Pelaksanaan

a. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan menerapkan disiplin anggaran dan
rencana kerja.

b.  Direksi dan Dewan Komisaris membuat aturan atac transaksi-transaksi

yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, selain yang diatur dalam
Anggaran Dasar,
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[of Direksi mentaati setiap transaksi/ keputusan vang harus mendapat
persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

d.  Pengalihan/ revisi rencana kerja dan anggaran harus mefalui prosedur/
ketentuan yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan justifikasi vang dapat
dipartanggungjawabkan.

&, Perusahaan memberikan apresiasi (reward) terhadap Cabang/ Unit Ke ria yang
mencapal target- target kerjanya.

f. Risiko-risiko yang mungkin terjadi harus diantisipasi sejak awal proses
pengambilan keputusan melalul sistem dan presadur yang telah ditetapkan.

Pengendalian

a. Setiap Cabang/ Unit Kerja harus mempertanggungjawabkan pengelolaan
kevangan kepada Direksi.

b. Pimpinan Cabang/ Unit Kerja memonitor, mengevaluasi, dan mengeafektifkan
realisasi anggaran yang telah ditetapkan pada unit kerja yang dipimpinnya.

£ Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan analisis terhadap penyimpangan
yang terjadi dilakukan oleh masing-masing Cabang/ Unit Kerja dan/atau
Perusahaan secara keseluruhan.

d. Pengelalaan keuangan aleh Cabang/ Unit Kerja dimonitor oleh SPI dan
dilaporkan kepada Direksi,

i, Direksi menyampaikan laporan  pengelolaan keuangan kepada Dewan
Komisaris dan Pemegang Saham secara berkala untuk tujuan monitor dan

evaluasi.

Pelaporan

a. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

b.  Laporan Keuangan internal harus tersedia pada saat dibutuhkan.
Direksl menetapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan operasi Perusahaan.

d.  Kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten dan Direktur
Keuangan dan Sumber Daya beserta jajarannya harus memastikan bahwa
kebijakan dan prosedur akuntansi telah dilaksanakan oleh seluruh Cabang/
Unit Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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€. Penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan
laporan keuangan seluruh Cabang/ Unit Kerja.

f. Setiap Cabang/ Unit Kerja wajib mengirimkan laporan keuangan ke Direktorat
Keuangan dan Sumber Daya untuk proses konsaolidasi,

M. PENGADAAN BARANG DAN JASA.

1.  Kebijakan Umum
a. Direksi menetapkan kebijakan umum dalam pengadsan barang/jasa
dengan memperhatikan  ketentuan yang  berlakuy sekurang-kurangnya
mencakup prinsip kebijakan dan etika pengadaan barang/ jasa. Kebijakan
tersebut harus ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan
perubahan lingkungan usaha.

b.  Direksi menetapkan batasan nilai dan kebijakan mengenai kegiatan
pengadaan barang/ jasa vang dilaksanakan secara swakelola, pembelian
langsung, penunjukan langsung maupun melalyi lelang.

C. Tujuan Perusahaan dalam melakukan pengadaan barang/ jasa adalah
untuk mendapatkan barang, jasa yang dibutuhkan dalam jumiah, kualitas
harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan
kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan,

2.  Perencanaan
a.  Setiap Cabang/ Unit Kerja harus menyusun kebutuhan akan barang,/ jasa
setiap tahun dengan memperhatikan skala prioritas, ke-ekonomian dan tata
waktu.
b Rencana kebutuhan barang/ jasa dari Cabang/ Unit Kerja yang telah disetujui
harus dicantumkan dalam RKAP,
€. Perencanaan pengadaan barang/ jasa harus melibatkan fungsi-fungsi terkait.
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Pengorganisasian

3. Pengadaan barang/ jasa ditingkat corporasi dilaksanakan oleh Biro Pengadaan
Kantor Pusat PT RS Pelabuhan sesuaj dengan tingkat kewenangan yang diatur
oleh ketentuan yang beriaku.

b. Manager SDM & Umum pada Cabang/ Unit Kerja dapat melaksanakan
pengadaan barang/ jasa sesuai dengan tingkat Kewenangan yang diatur aleh
ketentuan yang berlakuy,

€. Pengadaan barang/ jasa yang bersifat adhoc d apat dibentuk Tim Teknis sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Felaksanaan

a.  Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus didasarkan pada RKAP. Bila suatu
barang/ jasa yang dibutuhkan oleh Cabang/ Unit tidak dimuat dalam RKAP,
maka Cabang/ Unit yang bercangkutan harus meminta persetujuan pejabat
berwenang sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

b.  Dalam proses pengadaan barang/ jasa harus dilandasi prinsip sadar biaya
(cost consciousness) dan divpayakan untuk tidak tergantung pada pihak
tertentu.

of Perusahaan harus mengelola basis data para penyedia atau pemasok barang/
jasa yang ada di setiap unit dan terintegrasi secara korporat untuk mengetahui
jejak rekam (track record) dari setiap penyedia barang/ jasa.

d. Kinerja masing-masing penyedia barang/jasa dievaluasi secara berkala dan
hasilnya dijadikan dasar untuk memutakhirkan basis data penyedia barang
Jasa serta dipakai sebagai masukan dalam proses pengadaan barang / jasa
salanmjutnya,

o, Dalam kondisi yang memungkinkan pelaksanaan pengadaan  melalui
pengadaan secara elektronik (e-procurement),

¥ Perusahaan harus memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasi
secara keahlian dan berdasarkan data harga unit setempat dan/atau wnit
lainnya yang dapat di pertanggung jawabkan.

9. Setiap pengadaan barang/ jasa yang akan dilaksanakan harus diikat dengan
Surat Perjanjian (Kontrak), Surat Pesanan Pembelian atau Surat Perintah
Kerja dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing rnasing pihak.

A3 | A4 ]
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- Pengendalian

a. Perusahaan mempunyai suatu mekanisme pengendalian untuk memastikan
bahwa barang/ jasa yang diadakan telah sesuai dengan RKAP, telah mendapat
persetujuan pejabat yang berwenang, dan tidak dipecah-pecah dalam nilai
pengadaan yang lebih kecil dengan maksud untuk menghindari dilakukannya
prosedur lelang.

b.  Setiap Pejabat yang berwenang, tim teknis dan penyedia barang/ jasa harus
menandatangani pakta integritas, vaitu pernyataan yvang berisikan tekad
untuk melaksanakan pengadaan secara bersih, jujur, dan transparan.

. Pelanggaran terhadap pakta integritas tersebut akan dikenakan sanksi sesuaj

dengan ketentuan yang berlaku,

. Pelaporan
Secara berkala Bire Pengadaan Kantor Pusat PT RS Pelabuban dan Pengadaan
barang/ jasa di Cabang/ Unit membuat laporan kepada pemberi tugas yang
memuat, antara lain, informasi mengenai surat pesanan dan kontrak-kontrak yang

sudah selesai dan informasi mengenai adanya wanprestasi dari mitra kerja,

N. MANAJEMEN MUTLU,

1. EKebijakan Umum
a. Perusahaan harus menerapkan sistam manajemen mutu secara konsisten dan
terpadu di semua fungsi dan tingkatan dengan memperhatikan efektivitas
proses bisnis dan kinerja Perusahaan secara menyeluruh dalam rangka
peningkatan produktivitas dan daya saing.
b.  Lingkup penerapan manajemen mutu tersebut hendaknya meliputi :

1)  Perancangan produk dan jasa vang didasarkan pada persyaratan
internal dan eksternal serta memperhatikan lingkungan saat ini dan
masa datang,

2)  Pengelolaan dan pengendalian proses serta indikatornya mengacu pada

kepuasan pelanggan dan stakeholders lainnya,
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3} Peningkatan/ perbaikan pemberian layanan melalui perbaikan mutu
yang berkesinambungan [continuous guality improvement) di segala
bidang.

4)  Penerapan mutu sebagai budaya kerja dalam setiap kegiatan.

5}  Peningkatan kehandalan operasi lapangan dengan memperhatikan
aspek keselamatan/ keamanan, kesehatan kerja dan aspek lingkungan,

6) Peningkatan kualitas SDM melalul pelatinan, on the Job training
(QJT) dan benchmarking untuk memenuhi kompetensi sesuai dengan
jabatannya

7] Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pekerja (organik dan non organik)
harus memiliki kemitmen yang kuat dan terlibat penub untuk
menerapkan sistem manajemen mutu.

2. Infrastruktur Manajemen Mutu
a, Pelaksanaan manajemen mutu didukung dengan infrastruktur yang dapat
menjamin kelangsungan dan kualitas sistem manajemen mutu,
b.  Untuk mencapai hasil yang optimal, Perusahaan membentuk fungsi
manajemen mutu yang melakukan tugasnya secara efektif,

3. Implementasi Manajemen Mutu
a, Implementasi manajemen mutu dimulai dengan tahap pemetaan untuk
memperoleh gambaran mengenai praktik manajemen mutu vang terjadi,
b.  Pelaksanaan sistem manajemen muty ini dilaksanakan oleh semua pekerja di
samua tingkat yang melipuli :

1) Penerapan prinsip - prinsip yang mengutamakan kepentingan
Perusahaan, fokus kepada kepuasan pelanggan dan stakeholders,
keterlibatan vyang total dari seluruh jajaran dan memperhatikan
lingkungan.

Z)  Penerapan metode dan alat-alat ukur mutu yang relevan.

3) Pelaksanaan perbaikan atau peningkatan mutu yang berkesinambungan.

. Perusahaan dapat menyelenggaraan ajang kompetisi muty di Perusahaan
sebagai wpaya pemberian penghargaan dan pengakuan (reward and
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recognition) kepada unit bisnis/ operasi dalam rangka implementasi teknik
dan manajemen mutu.

d. Implementasi manajemen mutu yang baik tercermin dengan terciptanya
proses-proses bisnis yang efektif dan efisien yang dapat meningkatkan kinerja
Proses, kinerja Unit, dan kinerja Korporat dan dapat berkompetisi dengan
Perusahaan-Perusahaan pesaing.

e, Dalam upaya membentuk budaya mutu, penerapan mutu dimasukkan dalam

penilaian kinerja.

Evaluasi, Penilaian Hasil, dan Tindak Lanjut

d. Evaluasi manajemen mutu dapat dilakukan dengan kriteria yang sesuai
dengan standar internasional, dengan tujuan untuk :

1}  Mengetahul posisi/tingkat kinerja yang telah dicapai dibandingkan
dengan target dan benchmark,

2}  Mendapatkan peluang-peluang yang masih dapat ditingkatkan
(Opportunities for Improvement).

3} Memperoleh umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

4}  Mendoreng peningkatan kinerja Perusahaan.

b.  Evaluasi dilakukan oleh Divisi Operaional dan Mutu Layanan melalui on desk
review dan on site visit untuk mendapatkan penilaian yang dituangkan dalam
laparan umpan balik {Feedback Report).

C. Untuk mencapai tingkat efektivitas yang baik dalam rangka peningkatan
kinerja, perlu dilakukan mekanisme tindak lanjut yang berkesinambungan dari
Direksi dan jajaran manajemen atas laporan umpan balik {Feedback Report).

Optimalisasi peran Divisi Operasional dan Mutu Layanan

Untuk mengoptimalkan peran dan kualitas Divisl Operasional dan Mutu Layanan,

Perusahaan ;

a. Melakukan kaderisasi secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan
komitmen, dedikasi dan kompetensi

b. Mencantumkan kinerja operasional dan mutu layanan dalam penilaian kinerja

perorangan.
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€. Mengikutsertakan Divisi Operasional dan Mutu Layanan di dalam seminar,
pelatihan, forum atau asesiasi terkait untuk meningkatkan kompetensi,

d.  Melibatkan Divisi Operasional dan Muty Layanan dalam melakukan benchmark
ke Perusahaan sejenis.

0. SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI.

1.  Kebljakan Umum

a. Fengelolaan kineria adalah suatu upaya untuk menciptakan pemahaman
bersama tentang sasaran kerja yang akan dicapal, Upaya untuk mencapainya
dan aturan-aturan terkait dalam proses pelaksanaannya

b.  Tujuan pengelolaan kinerja adalah untuk memperoleh dasar pengambilan
keputusan promaosi, rotasi, demaosi, dan corrective action, pemberian merit
‘ncrease serta kriteria bagi pelaksanaan kesahihan program pembinaan.

. Kinerja vang dimaksud meliputi kinerja Dewan Komisaris, Direksi, dan
pekerja.

d..  Remunerasi/kompensasi meliputi remunerasi/kompensasi Dewan Komisaris,
Direksi dan Pekerja,

g, FPerencanaan penilaian Kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi
proses penentuan sasaran dan target yang telah disepakati bersama dengan
Pemegang Saham.

f. Perencanaan penilaian kinerja bagi pekerja meliputi penetapan sasaran
kerja, pengendalian pencapaian sasaran kerja atau bimbingan/mentoring dan
peninjauan sasaran kerja.

£.  Sistemn Penilaian Kinerja dan Remunerasi Komisaris
a. Pemegang Saham menilai kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan
(kolegial) dan masing-masing anggota Dewan Komisaris (individual) melalui
mekanisme RUPS,
b.  Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang
akurat darl Komite Remunerasi dan Mominasi mengenal sistem untuk
menentukan gajl, tunjangan dan fasilitas bagi setlap angagata Dewan

Cu [ [
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3. sistem Penllaian Kinerja dan Remunerasi Direksi

a.  Pemegang Saham menilai kinerja Direksi secara keseluruhan (Kolegial) dan
masing- masing anggota Direksi (individual) melalui mekanisme RUPS.

b. Penilaian individual untuk tiap anggola Direksl dilakukan oleh Direktur
Utama dan dilaporkan kepada RUPS untuk ditelaah dan dipertimbangkan.

= Hasil penilaian kinerja Direksi menjadi dasar perhitungan remunerasi Direksi,

d. Remunerasi Direksi harus dapat memotivas| Direksi untuk mencapai
pertumbuhan jangka panjang dan kesuksesan Perusahaan dalam kerangka

kerja yang terkontrol.

4. Sistem Penilaian Kinerja dan Remuneras Pekenja

a.  Perusahaan harus merumuskan sistem penilaian kinerjia yang obyektif dan
tercatat yang dapat dijadikan sebagal dasar pemberian penghargaan,
pembinaan dan perhitungan remunerasi bagi pekerja.

b. Faktor utama yang dinilai dalam penilaian kinerja pekerja adalah prestasi hasil
kerja berdasarkan kompetensi pekeria.

c.  Indikator kinerja diupayakan agar memenuhi aspek komprehensif, koheren,
seimbang, dan terukur, pirinsipnya adalah sebagai berikut:
1}  Pengetahuan tentang pekerjaan
2}  Kejujuran dan integritas
3)  Motivasi dan kemauan berprestasi
4}  Kemampuan berkomunikasi
5] Tanggung jawab dan ketelitian
6)  Kemampuan kerjasama
7)  Kemampuan menganalisis dan memutuskan
8)  Kemampuan memimpin
9} Orientasi pada pelanggan
10} Orientasi pada bisnis

d.  Sasaran kinerja dibuat untuk periode satu tahun kalender sejalan dengan
rencana kerja dan anggaran Perusahaan, dijabarkan oleh Direksi menjadi
sasaran kinerja unit-unit kerja dan akhirnya menjadi  sasaran kinerja
individual. Sasaran kinerja ini hanya dapat dievaluasi ulang apabila terjadi hal-

hal yang berada di luar kendali unit kerja/pejabat yvang bersangkutan.
| A3 [ a4 ]
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e, Untuk mengevaluasi kinerja fungsi/ lapangan/ unit operasi Perusahaan
menggunakan Indikator Kinerja yang telah disepakati.

f. Untuk mengevaluasi kinerja individual, Perusahaan menggunakan suaty
proses untuk menciptakan pemahaman bersama antara pekerja dengan
atasannya tentang apa ¥Yang yang akan dicapai dan bagalmana cara
mencapainya,

9. Penilaian kinerja harus diikuti dengan penerapan reward and punishment yang
tegas dan konsisten,

h.  Perusahaan memberikan remunerasi kepada pekerja berdasarkan kinerja
yang dicapai oleh pekerja berupa upah, tunjangan, dan penerimaan lainnya
yang disyaratkan oleh peraturan Perusahaan dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

i Perusahaan harus mengembangkan dan mengevaluasi sistem penilaian
kinerja dan sistem remunerasi agar selalu mengikuti perkembangan yang ada.

P. SISTEM AUDIT.

1. Kebijakan Umum
a. Penilaian atas efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan oleh fungsi
SPI.
b.  Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh Auditor Eksternal.
Penilaian atas perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang
dilakukan oleh SPI maupun Auditor Eksternal dilakukan oleh Komite Audit.

Z.  Ruang Lingkup
Sistem Audit meliputi audit atas kewajaran penyajian laporan keuwangan (general
audit), audit kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (compliance based aualit),
audit operasional, dan audit khusus.

3. Dasar Pelaksanaan Audit
a.  Pelaksanaan tugas Komite Audit didasarkan pada kebijakan, sasaran dan
program kerja tertulis dari Komite Audit yang disahkan oleh Komisaris.
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b.  Pelaksanaan audit oleh SPI didasarkan pada kebijakan, sasaran, dan program
kerja yang dijabarkan dalam RKT (Rencana Kerja Tahunan) yang ditetapkan
oleh Direktur Utama.

C. Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan dilakukan oleh Auditar Eksternal.

Etika dan Metodologl Audit

a. SPI harus berpedoman kepada kode etik, norma-norma audit, Piagam SPI,
peraturan lainnya yang berkaitan dengan SPI dan senantiasa menjunjung
tinggi prinsip-prinsip objektivitas, kerahasiaan, ketelitian, dan kehati-hatian.

b.  Metodologi yang dikembangkan dan diterapkan harus meliputi audit atas dasar
risike yang muncul (risk based audit) pada proses bisnis Perusahaan serta
kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

©.  5PI bersama fungsi terkail melakukan internal control assessment berbasis
risiko yang akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan rencana
perbaikan proses bisnis, metodologi, dan prosedur audit,

d.  Komite audit melakukan kajian atas rencana, metedologl dan hasil audit
vang dilaksanakan oleh SPI dan Auditor Eksternal untuk meyakinkan efislensi
dan efektivitas pelaksanaan audit,

Pembinaan Auditor Internal

a. Direktur Utama merumuskan dengan jelas kualifikasi Kepala 5PI dan personil-
parsonil SPI.

b.  Direktur Utama mewajibkan semua  auditor internal untuk mendgikuti
pelatihan-pelatinan profesional dalam rangka sertifikasi guna memenuhi
standar yang dibutuhkan Perusahaan.

e Kepala SPl harus mendapatkan pelatihan di bidang profesi dan manajerial
yang memadai untuk dapat mengelola satuan ¥ang dipimpinnya dengan baik.

Auditor Eksternal
& Penunjukan Auditor Eksternal
1) Penunjukan Auditor Eksternal dilaksanakan melalui proses penunjukan

langsung sesuai dengan kebijakan Perusahaan di bidang pengadaan

barang dan jasa.
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2)  Auditor  Eksternal yang ditetapkan harus  diikat dengan
kontrak/perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing
pihak.

3) Direksi dan/atau Dewan Komisarls dapat menunjuk Auditer Eksternal
untuk melakukan pemeriksaan khusus (specia/ audit).

Tugas dan tanggung jawab Auditor Eksternal

1)  Melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan dan semua catatan
akuntansi serta data penunjang lainnya untuk memastikan kepatuhan,
kewajaran, dan kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan
Indonesia dan memberikan opini atas laporan keuangan.

2} Menyampaikan secara berkala danfatau  sewaktu-waktu laporan
perkembangan/kemajuan pelaksanaan audit termasuk informasi
mengenai penyimpangan yang signifikan kepada SPI dan Komite Audit.

3)  Menerbitkan laporan hasil audit secara tepat waktu sesual dengan
kontrak/perjanjian.

7. Pelaksanaan Audit

a,

Pelaksanaan Tugas Organ-Organ Yang Terkait

1) Pelaksanaan audit dilakukan oleh SPI dan Auditor Eksternal

Z)  Auditor Eksternal pada dasarnya melakukan audit atas laporan
keuangan, namun apabila dipandang perlu dapat melaksanakan audit
khusus (special assignment) sesuai dengan penugasan yang diberikan
Dewan Komisarls dan/ atau Direksi.

3) Direksi dan manajemen bertanggung jawab untuk menyelenggarakan
suatu sistem pengendalian internal dan memastikan bahwa SP[ dan
Auditor Eksternal dapat mengakses semua data dan informasi yang
relevan mengenai Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan
tugasnya.

4)  SPI memberikan informasi kepada Komite atau Satuan kerja/ fungsi
yang membidangl manajemen risike mengenai masalah risiko
Perusahaan yang terkait dengan suditee.

A2 Az | A4
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5)  Komite Audit bersama dengan fungsi manajemen terkait dan 5PI secara

berkala melakukan kajian atas pelaksanaan manajemen risiko,

b.  Pola Hubungan.
1) Pola Hubungan Komite Audit dengan SPI,

a) Pola hubungan antara Komite Audit dengan SPI  harus
dituangkan dalam Piagam Komite Audit dan Piagam SPI.

b)  SPI menyampaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Komite
Audit.

€} Komite Audit melakukan kajian atas RKT vang disampaikan oleh
SPI,

d} Secara berkala Komite Audit dan SPI melakukan rapat
koordinasi untuk membahas antara lain efektivitas pengendalian
intern, penyajian laporan keuangan, kebijakan akuntansi, laporan
hasil audit, program kerja audit, dan hambatan pelaksanaan audit

e}  Penyampaian laporan hasil audit SPT maupun laporan kegiatan SPI
kepada Komite Audit diatur dalam masing-masing Piagam SPI dan
Piagam Komite Audit

f) Komite Audit melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan tugas
SPI.

2} Hubungan Komite Audit dengan Auditor Eksternal,
Auditor Eksternal melakukan komunikasi dengan Komite Audit antara
lain mengenai ruang lingkup audit, kemajuan audit secara berkala,
hambatan terhadap pelaksanaan audit, penyesuaian audit yang
signifikan, dan perbedaan pendapat yang terjadi dengan pihak

manajemen

3)  Hubungan SPI dengan Auditor Eksternal.
@l  SPI melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan
tugas Auditor Eksternal untuk terciptanya kelancaran pelaksanaan

tugas.
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b) SPI bersama dengan Komite Audit melakukan pembahasan
terhadap sasaran dan ruang lingkup audit yvang akan dilakukan
Auditor Eksternal dan untuk memastikan semua risike yang
penting telah dipertimbangkan.

€}  SPI bersama dengan Komite Audit melakukan pemantauan atas

pelaksanaan tugas Auditor Eksternal.

B. Monitoring Hasil Audit

a, Unit/satuan kerja yang diaudit (auditee) bertanggung  jawab  untuk
menindak lanjuti rekomendasi atas hasil audit yang telah disepakati bersama
antara auditor dan audites,

B.  SPImelakukan pemantauan secara intensif atas pelaksanaan tindak lanjut dari
temuan hasil audit SPI dan Auditor Eksternal dan melaporkan kepada Direktur
Utama dan Komisaris Utama melalui Komite Audit secara berkala.

. Pelaksanaan tindak lanjut menjadi salah saty faktor yang dapat
mempengaruhl penilaian kinerja unit/ satuan kerja yang bersangkutan.

d. Direksi dan manajemen mempunyai  komitmen  untuk  mendukung
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

g, Direksi mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam hal
terdapat unit/ satuan kerja belum menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.

f. Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit dapat meminta penjelasan dari
Direksi dan atau pejabat terkait lainnya atas rekomendasi hasil audit yang
belum ditindaklanjuti.

9.  Direksi mengenakan sanksi secara konsisten kepada pimpinan unit/ satuan

yang lalai dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.

Q. PELAPORAN (Reporting).

Felaporan Secara Umum
a. Sistem pelaporan harus didukung oleh sistem informasi yang handal
sehingga menghasilkan laporan yang berkualitas vaitu mudah dipahami,
relevan, akurat, tepat waktu, layak audit (auditable), dan bertanggung-gugat
{accountable).

[A2 T A3 A4

o Tk o]

75



<,

b. Laporan harus diterbitkan tepat waktu, dan menyajikan informasi yang
relevan, akurat dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan
dan umpan balik,

. Format laporan harus mengikuti standar yang sudah ditentukan dengan
memperhatikan tingkatan dan struktur organisasi,

Laporan Tahunan (Annual Report)

a. Dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah periode penutupan
tahun buku, Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan
Komisaris,

b.  Laporan Tahunan {4nnual Report) harus disusun sesuai dengan pedoman tata
kelola Perusahaan yang baik dan aturan-aturan lalnnya,

ot Dewan Komisaris mengevaluas laporan tahunan yang disiapkan Direks
sebelum disampaikan kepada RUPS.

d. Leporan tahunan tersebut ditandatangani oleh semua anggota Direksi
dan semua anggota Dewan Komisaris dan apabila tidak ditandatangani harus
disebutkan alasannya secara tertulis.

e.  RUPS memberikan keputusan dan pengesahan atas laporan tahunan,

. Laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat ;

1) Disajikan dalam dua bahasa (Inggris dan Indonesia) secara
berdampingan.
2)  Dicetak pada kertas berwarma yang terang.
3} Mencantumkan identitas Perusahaan dengan jelas pada setiap halaman.
4)  Dapat didownload dengan mudah
5)  Memuat Informasi dari Dewan Komisaris -
a) Penilalan kinerja Direksi oleh Dewan komisaris mengenai
pengelolaan Perusahaan,
b)  Pandangan Dewan Komisaris atas prospek usaha yang disusun
Direksi.
c)  Komite-Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris,
d) Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat Dewan Komisaris
6)  Memuat informasi dari aspek Direksi :
a) Kinerja Perusahaan vyang antara lain mencakup : kebijakan

strategis

A2 | A3 | Aa |
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b}  Perbandingan hasil usaha antara target dengan realisasi

c}  Kendala-kendala yang dihadapl Perusahaan dalam menjalankan
bisnis utama

d) Prospek usaha

e}  Pengungkapan mengenai penerapan tata kelola Perusahaan -
Pengembangan GCG, asesmen GCG dil

f) Perubahan komposisi Direksi dalam tahun berjalan (bila ada)

g)  Mama, jabatan dan riwayat hidup singkat Direksi

Memuat informasi SDM antara lain :

a)  Jumlah pekerja untuk masing-masing level organisasi

b}  Jumlah pekerja untuk tingkat pendidikan

¢)  Pelatihan SDM yang telah dan akan dilaksanakan

d)  Pernyataan ada persamaan kesempatan kepada seluruh pekerja

e) Beban yang telah dikeluarkan untuk SDM

Komposisl pemegang saham :

a)  Nama pemegang saham yang Punya kepemilikan 5% atau lebih

b)  Anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris yang memiliki saham
di PT Rumah Sakit Pelabuhan atay perusahaan lain

€)  Ada pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung
Jawab penuh atas isi laporan tahunan

Ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris dengan

menyebut nama jabatan,

Struktur organisasi yang berbentuk bagan, nama dan jabatan.

Informasi mengenai keadaan dan Jalannya Perusahaan serta hasil yang

telah dicapai, manajemen risiko dan pelaksanaan tanggung jawab sosial

Ferusahaan,

Kegiatan utama Perusahaan dan perubahannya selama tahun buku,

Rincian masalah yang timbul selama tahun buky vang mempengaruhi

kegiatan Perusahaan termasuk kasus litigasi yang balum selesaj.

Gaji, fasilitas dan/atau tunjangan Iain bagi anggota Direksi dan

honor, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris,

Jumlah Rapat Dewan Komisaris/ Direksi serta jumlah kehadiran masing-

masing anggota Dewan Komisaris/ Direksi.

W[} [
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16) Hal-hal vyang berhubungan dengan kegiatan Komite, Dewan
Komisaris, Corporate Secretary, dan SPI.

17) Sistemn pemberian honorarium untuk Auditor Eksternal.

18) Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang
berlangsung.

3. Pelaporan Lainnya

2. Dewan Komisaris harus melaporkan kepada Pemegang Saham dengan segera
tentang terjadinya gejala menurunnya kinerja Perusahaan secara signifikan

b.  Direksi membuat laporan manajemen secara berkala mengenai
pencapalan target kinerja, dan menyampaikannya kepada Dewan Komisarls
dan Pemegang Saham

€. Lapeoran lain yang harus disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris adalah:

1) Laporan mengenai pelaksanaan Program  Corporate  Social
Responsibility (CSR)/ tangung jawab sosial perusahaan,

2)  Laporan mengenai pelaksanaan tugas SPI.

3)  Laporan mengenal penggantlan anggota Dewan Komisaris/ Direks| pada
anak Perusahaan.

4)  Laporan mengenai pelaksanaan manajemen risiko dan laporan kinerja
penggunaan teknologi informasi,

d.  Laporan kepada pihak ketiga baik instansi Pemerintah maupun lembaga lain
termasuk badan regulator hanya dapat diberikan cleh Direksi dan unsur
pimpinan yang diberikan wewenang di daerah (untuk tingkat unit) untuk hal-
hal yang bersifat rutin operasional.

R. KETERBUKAAN DAN PENGUNGKAPAN.
1. Kebijakan Umum Terkait dengan Keterbukaan dan Pangungkapan

a. Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan
dengan kegiatan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

b. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi mengenai
keglatan Perusahaan secara tepat waktu, lengkap, dan sesyai dengan
prosedur yang berlaku.

ot Komisaris dan Direksi memastikan bahwa baik Auditor Eksternal, SPI maupun
Fomite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang
diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

d.  Perusahaan memberikan informasi yang relevan dan materiil kepada

stakeholders terkait melalui media Laporan Tahunan, website, dan media

’iujmm
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lainnya,
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Media dan Pola Komunikasi

a.  Media komunikasi merupakan sarana komunikasi baik satu arah maupun dua
arah yang sangat diperlukan untuk menginformasikan hal-hal yang terkait
dengan kegiatan Perusahaan,

0. Komunikasl yang dibangun antara atasan dan bawahan di lingkungan
Perusahaan adalah komunikasi dua arah dari atas ke bawah dan se baliknya.

€.  Selain melakukan komunikasi dalam rapat, Dewan Komisaris dapat membina
komunikasi non formal seperti mailing list dan gathering dengan Pemegang
Saham dan Direksi untuk membahas berbagai masalah Perusahaan.

d. Corporate Secretary membangun komunikasi yang efektlif antara Perusahaan
dengan Pemegang Saham dan stakeholders lainnya.

Kerahasiaan Informasi

a.  Kebijakan di bidang kerahasiaan informasi Perusahaan disusun  untuk
menjamin keamanan atas informasi yang dikategorikan rahasia.

b.  Dewan Komisaris, Direksl, Auditor Eksternal, Komite-Komite Komisaris dan
seluruh pekerja (organik dan non organik) menjaga kerahasiaan informasi
sesuai dengan peraturan Perusahaan, ketentuan perundang-undangan vang
berlaku dan Kode Etik, serta mereka dapat dikenakan sanksi untuk
pelanggaran vang dilakukan.

c, Penyampaian informasi berkategori rahasia kepada pihak ketiga (dan atas
permintaan pihak ketiga) hanya dapat diberikan melalui otoritas khusus oleh
Dewan Komisaris/Direksi

d. Bertindak sebagai juru bicara utama Perusahaan terkait investor/ calon
investor dan media massa adalah Jajaran Direksi dan Corporate Secretary
atau seseorang yang diberi pelimpahan tugas khusus dari pejabat yang
bersangkutan,

8, Juru  bicara utama Perusahaan dalam berkomunikasi dengan tamu
Perusahaan, mitra kerja, pelanggan untuk tingkat korporasi adalah jajaran
Direksi, Corporate Secretary, dan para SM sesuai dengan materi pembahasan
dan wntuk tingkat cabang/ unit adalah Kepala RS/ GM atau pejabat yang
ditunjuk sesuai tingkat kewenangan nya
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5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/CORPORATE SOCTAL
RESPONSIBILITY (CSR)

1 Kebijakan Umum

a.  Perusahaan mewujudkan kepedulian sosial dan memberikan kontribusi
bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar pusat
kegiatan aperasi dan penunjangnya.

. Tanggung jawab sosial Perusahaan merupakan bagian dari visi Perusahaan
untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholders dalam rangka terciptanya
sinergi yang baik, maju, dan tumbuh bersama.

€. Perusahaan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial,
moral serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar
mengingat keberhasilan Perusahaan tidak dapat dilepaskan dari hubungan
yang harmenis, dinamis, serta saling menguntungkan dengan masyarakat
sekitar.

2. Tujuan dari Kepedulian Sosial Perusahaan

a, Mempertahankan dan meningkatkan hubungan wang harmonis antara
Perusahaan dengan masyarakat sekitar sehingga tercipta kondisi yang
kondusif dalam mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan
FPerusahaan.

b. Memberikan  kontribusi  yang  menyentuh kehidupan  masyarakat
sehingga dapat membantu mengatasi atau meangurangl permasalahan
sosial yang terjadi di sekitar lingkungan Perusahaan.

r Menumbuhkan citra Perusahaan (corporate image) yang positif di mata
masyarakat sekitar dan stakehaiders lainn VA,

d.  Ikut menciptakan kondisi sosial yang baik sehingga dapat menumbuhkan
sikap masyarakat yang partisipasif dan mandini.

8. Mewujudkan penerapan prinsip responsibilitas,

3. Program Tanggung Jawab Sosial/ Corporate Social Responsibiiity {CSR)

iNita
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a. Perencanaan program CSR harus dibuat sesuai dengan rencana kebutuhan
nyata masyarakat sekitar dengan mempertimbangkan  kemampuan
Perusahaan.

b. Pelaksanaan program CSR dilaksanakan bersama masyarakat, serla
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Lembaga
Swadaya Masyarakat, organisasi massa dan Perguruan Tinggl serta instansi
terkait lainnya, dengan memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat,
kondisi geografis dan kepentingan operasicnal Perysahaan.

C. Perusahaan ikut serta dalam memelihara kondisi sosial yang tenang, aman,
stabil, dan kondusif di lingkungan lokasi usaha Perusahaan,

d.  Perusahaan memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan
melakukan pembinaan dan sosialisasi secara terus-menerus,

B Perusahaan memiliki suatu ukuran untuk menilai efektivitas pelaksanaan
program CSR.

f. Perusahaan melakukan evaluasi yang berkesinambungan atas pregram-
program yang telah dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik yang
lebih berkualitas dengan masyarakat sekitar.

T. PRINSIP KESELAMATAN/KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN ASPEK
LINGKUNGAN (K4AL)

1. Kebijakan Umum

a.  Perusahaan wajib menerapkan Prinsip Keselamatan, Keamanan, Kesehatan
Kerja Dan Aspek Lingkungan {K4AL) dalam setiap keglatannya secara
kensisten untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya risiko kecelakaan
kerja, kebakaran, penvakit akibat lingkungan kerfa yang buruk, dan
pencemaran lingkungan).

b.  Perusahaan mempunyai komitmen untuk berupaya menekan sekeci| mungkin
potensi dampak negatif dari diabaikannya prinsip K4AL melalui penerapan
budaya K4AL secara konsisten dan berkesinambungan.

. Setiap pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan aspek K4AL,

s Al
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d.  Perusahaan mengalokasikan sumber daya dan dana yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan program K4AL.
€. Perusahaan melakukan pembinaan terhadap pekerja organik dan non oerganik

di bidang penerapan K4AL.

Keselamatan Kerja

Untuk menciptakan keselamatan dan keamanan kerja, maka RSP harus :

a. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan danfatau standar tentang
keselamatan kerja

b.  Menyediakan dan menjamin digunakannya semua perlengkapan keselamatan
yang sesuai dengan standar keselamatan kerja Perusahaan,

€. Melakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus menerus terhadap
perkembangan teknologi keselamatan kerja

d. Mengutamakan tindakan yang bersifat promotif dan preventif  untuk
mengantisipasi situasl keadaan darurat (emergency response plan)

€. Melakukan penanggulangan dengan segera atas kejadian kecelakaan
(accident), yang terjadi sesual dengan standar dan prosedur yang herlaku

. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap insiden dan kecelakaan yang
terjadi dalam rangka mencari fakta dan mengidentifikasl penyebab kecelakaan
untuk mencegah terulangnya kecelakaan yang sama

9.  Membuat laporan atas setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada
pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkalt dalam batas
waktu yang ditentukan.

h.  Melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap
Semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi untuk
mencapal kesiapan yang optimal.

i Melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala.

Kesehatan Kerja

Untuk  mewujudkan kesehatan lingkungan kerja yang tinggl, Perusahaan
meningkatkan 2 (dua) aspek ¥ang saling berinteraksi secara sinergi, yaitu aspek
kesehatan pekerja dan aspek kondisi lingkungan kerja.

Ad
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4. Kepedulian terhadap Lingkungan

Ferusahaan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan di setiap lokasi usaha

dan lingkungan sekitar Perusahaan dengan cara :

a, Menjaga kelestarian lingkungan.

. Mentaatl peraturan perundang-undangan dan  standar pengelolaan
lingkungan.

C. Menyediakan dan menjamin semua perlengkapan dan peralatan pengelolaan
lingkungan.

d.  Melakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus menerus.
Melakukan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengantisipasi
keadaan darurat

f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencemaran lingkungan
yang terjadi.

9. Membuat laporan atas setiap pencemaran lingkungan yang terjadi.

h.  Melakukan pemeriksaan, inspeks| dan evaluasi secara berkala terhadap semua
Sarana.

F Melakukan pelatihan penanggulangan pencemaran lingkungan.

U. PENGELOLAAN ASET PERUSAHAAN

1. Kebljakan Umum
Pengelolaan aset dilakukan berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik
(eptimalisasi) atas setiap aset Perusahaan baik aset berwujud (tangible asset) dan
aset tidak berwujud (intangible asset)

2. Tujuan pengelolaan aset
a.  Pengelolaan aset harus ditujukan untuk memberikan keuntungan pada
Perusahaan dan stakeholders secara optimal, yaitu untuk ;
1) Menjaga, memelihara dan meningkatkan nilai
2}  Memperoleh keuntungan
3)  Meningkatkan return on asset (ROA)

A2 | a3 | Aa
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b.  Tujuan pengelolaan data atau sistem informasi aset adalah untuk :

1} Menyajikan informasi yang akurat dan lengkap serta up to date tentang
kondisi aset, baik aspek fisik, nilai, legal, pajak, asuransi maupun atribut
aset lainnya sebagai dasar untuk penyusunan strategi pemanfaatan aset
secara optimal,

2)  Memberikan kemudahan bagi proses pengambilan keputusan khususnya
dalam pemanfaatan dan aptimalisasi asat,

3)  Merencanakan pola optimalisasi aset baik untuk mendukung kegiatan
usaha maupun pemanfaatannya secara aparasional.

Fenanggung Jawab

a. Direksi menetapkan kebijakan umum dan peraturan mengenai pengelolaan
aset yang berlaku standar di seluruh Perusahaan.

b. Direksi menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan setiap

aset,

Femanfaatan

a. Direksi harus menetapkan kebljakan yang mengatur mekanisme penggunaan
aset.

b.  Aset yang berupa sarana dan fasilitas Perusahaan dapat dimanfaatkan/
dikelola pihak lain dengan pertimbangan kemersil tanpa mengganggu
kelancaran pelaksanaan tugas pokok.

C. Peminjaman aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi {Pegawai) harus
melalul atasan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan penanggung
jawab aset melalui dokumen peminjaman aset,

d.  Segala risiko yang mungkin terjadi atas peminjaman tersebut, rmenjadi

tanggung jawab peminjam aset,

Pameliharaan dan Pengamanan
a. Perusahaan merencanakan pemeliharaan aset secara terjadwal.
b.  Pelaksanaan rencana  pemeliharaan  disusun secara  profesional,

didokumentasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten,

A2 | A3 | a4 |
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€. Perusahaan memiliki rencana kerja dan mekanisme pemeliharaan aset untuk
menjaga keamanan, kehandalan dan ketertiban administrasi aset.

d. Pengamanan meliputi seluruh aset-aset Perusahaan baik pengarmanan fisik
maupun non fisik terhadap aset strategis dan nilai ekonomis tinggi.

e Perusahaan melakukan tindakan perlindungan terhadap seluruh aset yang
dimiliki.

f. Perlindungan aset melalui asuransi hanyva dilakukan terhadap aset yang
bernilai relatif tinggi sekaligus memiliki risiko ¥ang tinggi.

q. Perusahaan menetapkan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan
tingkat kemudahan akses atas fisik aset Perusahaan,

Penyelesaian permasalahan

4. Terhadap aset Perusahaan yang menjadi sengketa dengan pihak lain
diselesaikan dengan selaly mengutamakan kepeantingan Perusahaan

b. Blla dipandang perlu, Perusahaan dapat meminta bantuan hukum/ pengacara
profesional untuk memenuhi prosedur hukum dalam panvelesaian sengketa

aset dengan tetap memperhatikan azas biaya dan manfaat.

Pelepasan dan Penghapusan

a. Fungsi pengelola aset atau pejabal yang ditunjuk secara berkala melakukan
analisis atas manfaat ekonomis aget berdasarkan kondisi fisik, perkembangan
teknologl, maupun perkembangan bisnis Perusahaan

b.  Aset yang tidak memberikan nilal tambah (non-produktif) dapat diusulkan
untuk dijual, dipertukarkan, dikerjasamakan atau dihapuskan dan
pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, perundang-
undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku,

Administrasi dan Pengendalian

a. setiap aset yang dimiliki oleh Perusahaan didukung dengan dokumen legal
yang menunjukkan kepemilikan yang sah,

b. Dalam hal aset yang tidak mempunyai dokumen pendukung, harus
ditelusuri  asal usulnya, agar dibuat berita acara yang melibatkan fungsi-
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fungsi terkait seperti Hukum untuk memproses dokumen legal yang
diperlukan (dilegalkan).

¢ Fungsi hukum bertangaung jawab untuk memastikan tingkat keabsahan dari
dokumen kepemilikan atas aset Perusahaan. Fungsi Keuangan bertanggung
jawab terhadap pengelolaan pengarsipan dokumen tersebut,

d. Sistem administrasi asat vang meliputl penerimaan, mutasi, penurunan nilai,
pengakuan, pencatatan, pengkodean, penghapusan, dan pelaporan aset
dilaksanakan dengan berbasis teknologi informasi.

5. FPelaporan
a. Pelaporan mencakup aspek keberadaan, lokasi, ketepatan penilaian kondisi
aset, dan pertanggungjawaban
b.  Petugas yang bertugas mengawasi aset harus melaporkan aset Perusahaan

secara berkala kepada penanggung jawab aset,

V. PENGELOLAAN DOKUMEN/ ARSIP PERUSAHAAN

1. Kebijakan Umum
Pengelolaan dokumen/arsip Perusahaan dilandasi dengan prinsip penyimpanan dan
pemeliharaan dokumen yang paling efektif atas dasar nilai guna dan lamanya usia

simpan suatu dokumen,

2. Tujuan Pengelolaan Dokumen / Arsip Perusahaan
a. Menyajikan informasifdata yang benar, cepat, tepat dan akurat melalyi
administrasi yang tertib dan terencana serta dapat di pertanggung jawabkan.
b. Memberi kemudahan dalam proses pengambilan  keputusan  bagi
manajemen Perusahaan.
¢ Tertatanya dokumen/arsip Perusahaan dengan baik, rapi dan teratur.

3. Penanggung Jawab
Direksi  menunjuk  pejabat  yang bertanggung  jawab atas pengelolaan

dokumen/arsip Perusahaan
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Pemeliharaan dan Pengamanan Dokumen/ Arsip Perusahaan

a. Pelaksanaan pemeliharaan deokumen/ arsip yang bernilai guna aktif dan
dinamis dilaksanakan dengan baik aleh fungsi pencipta dokumen.

k. Tiap fungsi/ unit kerja di lingkungan Perusahaan memiliki rencana dan
mekanisme pemeliharaan dokumen/arsip untuk menjaga keamanan dan
ketertiban administrasi Perusahaan.

i Pengarmanan dokumen/arsip meliputi seluruh dokumen/ arsip Perusahaan
dengan prioritas pengamanan fisik terhadap dokumen/ arsip yang sifatnya
lebih strategis yaitu arsip vital, penting dan rahasia.

d. Perusahaan melakukan tindakan perlindungan terhadap seluruh  dokumeny
arsip Perusahaan yang dimiliki dengan mempertimbangkan prinsip biava dan
manfaat dan faktor risiko

Penyusutan dan pemusnahan dokumen/arsip Perusahaan

A, Dokumen/ arsip Perusahaan disimpan menurut nilai guna dan usia simpan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b.  Perusahaan membuat kebijakan mengenai kriteria dokumen/ arsip
Perusahaan yang dapat dinyatakan in-aktif atau dimusnahkan.

¢ Dokumen/ arsip Perusahaan dapat dimusnahkan berdasarkan buku Jadwal
Retensi Arsip (JRA),

d. Pejabat, pekerja dan fungsi di lingkungan Perusahaan harus mengadakan
penilaian kemball secara berkala/ periodik ternadap dokumen/ arsip yvang ada
di lingkungan kerjanya dengan mengacyu kepada Jadwal Retensi Arsip.

Penyaluran dokumen/ arsip in-aktif

a.  Fungsi pengelela/ unit pencipta dokumen atau pejabat/ pekerja yang ditunjuk
secara berkala melakukan analisis nilai guna dan usia simpan dokumen yang
ada di unit kerja masing-masing,

b. Direksi menetapkan ruangan/ tempat untuk menyimpan arsip/ dokumen

Perusahaan yang masih aktif.

fiiies
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BAB V
PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

KEBIJAKAN UMUM

1. Pengelolaan stakeholders diarabkan pada kepentingan bisnis Perusahaan dengan
mernperhatikan tanggung jawab sosial Perusahaan, keselamatan dan kesehatan
kerja, dan lingkungan serta memperhatikan skala prioritas dan saling menghargal
(mutual respect) sehingga tercapai keseimbangan dan keharmonisan antara
Ferusahaan dengan masing- masing staekeholders,

4. Pengelolaan stakeholders didasarkan prinsip-prinsip GCG, vyaltu transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran,

Perusahaan menjaga hubungan yang harmonis dan bersinergl dengan berbagai

stakeholder, antara lain namun tidak terbatas pada :

a. Hubungan dengan Karyawan
Ferusahaan menghargai hak asasisetiap Insan RSP. Dalam hal hubungan antara
PT Rumah Sakit Pelabuban dengan Karyawan yang diwakili oleh Serikat Pekerja RS
Pelabuhan (SPREP) diikat dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama {PKB). Komitmen
Perusahaan untuk menempatkan Perjanjian Kerja Bersama sebagai landasan dalam
membina hubungan dengan Karyawan. Kebijakan dan prosedur manajemen sumber
daya manusia, seperti formasi, mutasi, dan pengembangan karyawan maupun
reward and punishment yang dilaksanakan secara konsisten.
Perusahaan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia berdasarkan
nilai- nilai keterbukaan, adil, dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku,
asal usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak
terkait dengan kinerja Karyawan.

Kebijakan yang dikembangkan oleh Perusahaan dalam hubungan dengan Karyawan
dilandasi oleh hal-hal sebagai berikut ;

AZ Ad

ananz

88



+y
N

1} Kebijakan dan prosedur  manajemen sumber daya  manusia
dikembangkan berdasarkan  prinsip-prinsip  yang disepakati dalam
Perjanjian Kerja Bersama dan prinsip-prinsip GCG.

2)  Kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia diimplementasikan
secara konsisten.

3)  Keondisi kerja yang baik dan aman sesuai peraturan peru ndang-undangan yang
berlaku.

4)  Karyawan dapat memilih apakah akan diwakili secara kolektif atau tidak oleh
suatu kelompok serikat pekerja yang representatif.

5} Karyawan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan,
pelatinan dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi
dan kebutuhan Perusahaan.

&)  Perusahaan dan Karyawan wajib mentaati Perjanjian Kerja Bersama,

7} Karyawan wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan
tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya,

8) Karyawan wajib menjaga harta milik dan nama baik Perusahaan.

9)  Karyawan yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada

bawahan dilingkungannya.

Hubungan dengan Pejabat Negara

Perusahaan dalam berinteraksi dengan regulator dan lembaga-lembaga lain yang
berkaitan dengan usaha Perusahaan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis
dan konstruktif atas dasar kejujuran dan  saling mengharmati dengan
mengutamakan kepentingan umum  Setiap  hubungan dengan pejabat
negara/pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat obyektif dan
wajar dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang etis dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yvang berlaku,

Hubungan Perusahaan dengan Pejabat Negara/ Pemerintah, antara lain

1}  Perusahaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang
beraky,

2)  Membina hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif dengan regulator,

legislator dan instans| terkait lainnya.
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3) Perusahaan menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan MNepotisme [(KKN)
dalam berhubungan dengan Pemerintah/Regulator.

4}  Perusahaan mentaati peraturan perpajakan dalam mendukung penerimaan
Negara baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

Keterlibatan Dalam Aktivitas Politik

Perusahaan mengakui hak setiap Insan RSP untuk menyalurkan aspirasi politiknya.
Perusahaan tidak memaksa atau membatasi hak Individu untuk menyalurkan
aspirasi politiknya sebatas diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Perusahaan mengatur bahwa Insan RSP yang menjadi Pengurus
Partai politlk harus memilih untuk mengundurkan diri darl Perusahaan atay
melepaskan kepengurusannya tersebut yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan,
Perusahaan tidak memperbolehkan individu Insan RSP melakukan pemaksaan
kepada individu Insan RSP yang lain, sehingga membatasi hak individu yang
bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Keputusan yang diambil aleh
individu Insan RSP untuk mengkontribusikan waktu, uang atau sumber daya
pribadinya bagi aktivitas politik merupakan pilihan dan risiko yang bersangkutan
secara pribadi,

Perusahaan menjamin seluruh Insan RSP untuk dapat melaksanakan hak atas
kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perusahaan tidak memberikan
kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun.

Terhadap aktivitas politik, seluruh Insan RSP :

1) Tidak memanfaatkan nama, asset, dan potensi Perusahaan untuk tujuan
politik tertentu,

Z)  Tidak mengatasnamakan Perusahaan atau memberikan kontribusi  atas
nama Perusahaan kepada partai politik manapun.

3} Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik secara langsung
maupun tidak langsung yang dapat menunjukan bahwa Perusahaan memiliki
keterikatan dengan partai politik rmanapun.

4} Setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik harus dilakukan di luar jam

| a2 | A3 | A4
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3}  Apabila sesecrang menduduki jabatan di partai politik atau kegiatan politik
yang akan mengganggu tugasnya di Perusahaan, maka ia wajib mengajukan
pengunduran diri dari Perusahaan.

6)  Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di
lingkungan Perusahaan.

7)  Dilarang menggunakan atribut partai atau organisasi sosial kemasyarakatan
yang terafiliasi dengan partai politik dalam lingkunaan kerja Perusahaan.

PENGHUBUNG PERUSAHAAN DENGAN STAKEHOLDERS

Penghubung antara Perusahaan dengan Stakeholders adalah Corporate Secretary
atau pimpinan cabang atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang
barlaku

_Aq |
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BAB VI
PENUTUP

Pedeman Tata Kelola Perusahaan ini (Code of Corporate Governance) digunakan sebagai
acuan utama dalam melaksanakan tugas sleh Pemegang Saham/ RUPS, Dewan
Komisaris, Direksi dan Pekerja Organik

Etika Usaha dan Tata Perilaku yang mengatur hubungan Perusahaan dengan stakeholders
serta tata perilaku insan RSP diatur di dalam Code of Conguct

Laporan penerapan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan disampaikan oleh
Direksi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Tata Kelola Perusahaan ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan
dengan kebutuhan Perusahaan serta perubahan peraturan yang terkait.

Permintaan perubahan Tata Kelola Perusahaan dapat dilakukan oleh Pemegang Saham,
Dewan Komisaris atau Direksl.

Setiap perubahan/ revisi atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan in dilakukan setelah
mendapatkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris dan disampaikan kepada
Pemegang Saham.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini dinyatakan berlaky efektif cejak ditetapkan dan
ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedeman Tata Kelola Perusahaan Ini tetap merujuk

pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIREKSI PT RUMAH SAKIT FELABUHAN
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